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MOTTO

“Kerja merupakan ekspresi jiwa dalam kehidupan di
dunia. Hidup manusia akan mempunyai arti jika manusia
tersebut mampu mengekspresikan jiwanya dalam bentuk

kerja.”

(Karl Marx)
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RINGKASAN

Di era sckarang Khususnya di Indonesia hubungan amtara pekerja dan majikan
merupakan salah satu bentuk dinamisasi kehidupan yang sclalu bergerak seiring
dengan permasalahan-permasalahan yang menyertainya. Makna bekerja ditinjan dan
segi kemasyarakatan adalah melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau
jasa guna memuaskan kebutuhan masyarakat. PT Perkebunan Nusantara X1 (Persero)
pabrik gula kanigoro Madiun merupakan salah satu beniuk perusahaan yang
merupakan aset negara. Dalam proses produksi membuat gula ternyata barus
melewati banyak fase, mulai proses menanam tanaman tebu sampai menghasilkan
pula yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam menjalankan proses itu pihak
pabrik gula Kanigoro Madiun menggunakan banyak pekerja, diantaranya adalah
pekerja kampanye.

Dalam hubungan kerja yang terjadi antara pekerja kampanye dan P.G
Kanigoro Madiun ternyata ada beberapa permasalahan yang perlu dicermati dengan
adanya hubungan kerja yang terjadi antara kedua belah pihak, Permasalahan tersebut
yaity mengenai proses pembuatan kontrak kerja kampanye di P.G Kanigoro Madiun,
mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja kampanye dan P.G Kanigoro Madiun dalam
kaitannya dengan keberadaan kontrak kerja kampeurye, mengenai bentuk perhndungan
hukum yang diberikan pada tenaga kerja kampanye di P.G Kanigoro Madiun dan
mengenai penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat adanya penyimpangan
terhadap kontrak kerja kampanye.

Tujuan sekripsi ini diantaranya untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum
terhadap peketja kampanye, guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi
hukum di fakultas hukum universitas Jember.

Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode ilmiah, pendekatan
masalahnya menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, data yang digunakan berupa
data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yaitu berupa studi
kepustakaan dan studi lapangan, analisa data yang digunakan dalam skripsi ini adalah
deskriptif kualitatif.

xii
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Sebelum melakukan pekerjaannya, para pekerja kampanye dipanggil terlebih
dahulu lalu menjalani tes kesehatan, setelah dinyatakan lulus pekerja fampanye
mendapatkan pengarahan seputar pekerjaannya, kemudian menandatangam kontrak
kerja kampanye yang telah disiapkan oleh pihak perusahaan, Secara yuridis format
dan materi kontrak sudah memenuhi standar kuntrak yang berlaku, tapi timbul
kekhawatitan mengenai bisa tidaknya para pekerja kampanye memahami materi dar
kontrak kerja kampanye tersebut. Perlu diperhatikan dalam hal ini para kebanyakan
pekeria kampanye memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Para pekerja
kampanye juga kurang bisa menempatkan dan memperlakukan keberadaan dar
kontrak kerja kampanye dan Serikat Pekerja Perkebunan (SP-BUN) vang ada disitu.
kalau dicermati kedua komponen ini dekat denpan mereka dan merupakan alat
perlindungan hukum yang bisa digunakan jika mereka merasa tidak diperlakukan adil
oleh pihak perusahaan. Selanjutnya dalam memyelesaikan permasalahan yang terjadi,
kedua belah pihak cenderng untuk menggunakan cara musyawarah, sebab cara mi
selain murah juga tidak menimbulkan banyak korban. Hal ini ditekankan oleh kedua
belah pihak mengingat lemahnya kondisi para pekerja kampanye baik dari
pengetahuan hukum maupun kemampuan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas maka ada beberapa saran vang perlu diperhatikan
berkaitan dengan permasalahan yang ada. Saran itu adalah dalam pembuatan materi
kontrak kerja kampanye sebaiknya digunakan susunan kalimal dan pemilihan kata
yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pekerja kampanye yang kebanyakan
berlatar pendidikan rendah. Selanjutnya perlu adanya peran aktif yang lebih dari
pemerintah untuk memberikan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang bersifat riil,
baik itu berupa penpawasan langsung di lapangan maupun pengawasan dibidang
administrasi terhadap para pekerja kampanye supaya terhindar dari hal-hal yang
bersifat eksploitasi. Perlunya pengenalan penggunaan di lembaga-lembaga yang
menyelesaikan perselisihan perburuhan pada pekerja kampanye dan didukung penuh
oleh pihak perusahaan.

Kiit
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

I era sekarang khususnya di Indonesia hubungan antara pekena dan
majikan merupakan salah satu bentuk dinamisasi kehidupan yang selalu bergerak
seiring dengan permasalahan-permasalahan yang menyertainya. Oleh karena itu,
dalam hubunpan antars majikan dan pekerjanya pench dengan warna-warni
kehidupan sebagai umat manusia dan juga sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa Dalam hubungan mi terdapat vmsur bismis, unsur kemanusiaan dan unsur
pendidikan. Disamping itu adanya hubungan tersebut bisa memunculkan suatu
dendam (ingin saling menvakiti) karena suatu kondisi tertentu,

Program pemenntah dalam hidang pembangunan tidak dapat terlepas dan
adanva keterlibatan tesana kerja. Manusia sebapai samberdava vang utama
tentunva nerlu mendanatkan kescjalteraan idup vang selavalinya Tengoa Leria
memiliki peranan yang sangat penting sebagai unsur penunjang keberhasilan
pembangunan nasional. Tenaga kerja yang mempunyai usaha produlitif sudah
sewziamya mendapathan perlindungan huban selungga dapal memperlancar
pekerjaan yang dilakukannya Peran seda tenaga kerja dalam pewmbangunan
nasional semakin meningkat dengan disertal berbagal tantangan dan resiko vang
dihadapinya. Qleh karena itu perly Lirapya diberiban hal vang telah tersabyt
diatas guna dapat meningkatkan kualitas maupun buantitas produktifitas nasional.
Bahkan faktor tenaga kerja merupakan sarana sangal dominan di dalam kehidupan
suatu negara dengan wilayah yvang luas seperti Indonesia, karena itu ia merupakan
faktor penentu bagi mati dan hidupnya suatu bangsa (Djumadi, 2002:1)

Landasan konstitusional vang mengatur ketenagakerjaan discbutkan pada

Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, Pembukaan UUD 1945, suasana -

batimiah serta cita-cita hukum dari UUD 1945, yvang udak lain bersumber dan
dijiwai oleh falsafah Pancasila. Suasana batiniah dan cita-cita hukum tersebut
selanjutnya dijelmakan di dalam batang whubnya Hal mengenm ketentuan dalam
batang tubuh yang ada relevansinya dengan masalah ketenagakerjaan, terutama

_157"’5‘ wiiik UPT Perpustakazs
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ditentukan pada pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menentukan bahwa “Tiap-tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”. Dasar konstitusional yang sifatnya masth umum  tersebut,
selanjutnya di dalam operasionalnya antara lain dijabarkan pada TAP MPR nomor
[VMPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 yang antara lain menetapkan
“Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan
sumberdaya manusia diaralkan pada peningkatan martabat, harkat dan
kemampuan serta kepercayaan pada diri sendiri. Pembangunan ketenagakerjaan
merupakan upaya yang sifatnya menyeluruh disemua sekior dan daerah yang
ditujukan pada perluasan lapangan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta
perlindungan tenaga kerja™.

Makna bekerja ditinjau dari segi kemasyarakatan adalah melakukan
pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan
masyarakat. Selain itu juga mengandung arti sebagai hubungan antara sesama
umat manusia, yang juga berada dalam Kaitan untuk mempertahankan
kelangsungan hidupnya. Maksudnya bila seseorang ingin mempertahankan
kelangsungan hidupnya, jika tanpa disertai usaha dengan bekera, maka hal
demikian merupakan suatu yang mustahil.

Bergulimya era globalisasi sekarang im serasa mengedepankan kebebasan
yang liberal dan mengagungkan individualisme, yang mempunyai pandangan
bahwa setiap orang mempunyal kedudukan yang sama, akan bisa menimbulkan
ketidakadilan yang besar bagi sescorang, baik dibidang sosial, politik maupun
ekonomi.

Selanjutnya dikalangan yang berpaham liberal juga mendesak agar pihak
pemermtah ikutserta campurtangan dalam hal pembuatan suatu perjanjian. Orang
semakin menvadari akan bertambah mendesaknya keadasn dan campurtangan
yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok
tertentu, vang pada umumnya mempunyai kedudukan sosial dan ckonomi yang
relatif lemah (Djumadi, 2002:19),

PT Perkebunan Nusantara XI(Persero) pabrik gula merupakan salah satu
dan bentuk perusahaan yang merupakan aset negara. Dalam proses produks
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Ledl

membuat gula. temyata (ergantung dan bahan dasar yang mengambil dan alam.
Banyak fase yang harus dilalui dengan melewati beberapa proses mulai dan
menanam tanaman tebu sampai pada menghasilkan gula yang siap dikonsumsi
oleh masyarakat. Dalam menjalankan proses tersebut, tentumya pabrk gula
memerlukan sumber dava mamsia vang banyak untuk dijadikan tenaga kerja.

Adanya pemakaian lenaga kerja tidak tetap dalam mengerjakan proses di
atas dalam kenyataannya ternyata lebih bayak dibandingkan dengan jumlah tenaga
kerja vang telah mempunyai status sebagai tenaga kerja tetap (permanen). Dalam
pemakaian tenaga kerja seperti ini tentunya dilakukan melalui perjanjian kerja
yang pada umumnya dilakukan secara lisan dan atau tertulis berdasarkan
kesepakatan bersama. Oleh karena tuntutan kondisi yang menimpa para pekerja,
dia harus berhadapan pada suatu sistem, yang bisa membuat mereka tidak
berdaya. Disisi lain pekerja dan keluarganya dituntut untuk tetap bisa survival,
sehingga pada akhirmya mereka mau menyepakati suatu kontrak kerja. Disadari
maupun tdak, hal itu bisa menyebabkan pekerja menerima perlakuan atau putusan
dari majikan yang bersifat merugikan dirinya. Pada intinya karena ditekan oleh
banvak faktor kehidupan, schingga menyebabkan dia mau melakukan apa saja
walaupun hal itu bisa mengurangi hak-haknya scbagal tenaga kegja dan
kehormatannya sebagai manusia.

Untuk merangsang semangat kerja dar pekerja tidak tetap maka dibuatlah
suatu kontrak kerja oleh perusahaan yang kondisinya seakan-akan pekerja tidak
tetap diberi peluang untuk bisa menjadi tenaga kerja tetap. Karyawan tidak tetap
disini yang penulis maksud adalah karyawan kampanye. Datam hal wi perusahaan
mempertahankan formulasi nama kontrak kerja sejak jaman penjajahan Belanda
dengan materi yang mungkin kurang dipahami secara kescluruhan oleh pama
pekeria kampamye tersebut sehingga maksud dan tujuan dari perusahaan tercapai.
Dengan memegang kontrak kerja yang mempunyai kekuatan hukum it
perusahaan bisa menginstruksikan (atas nama struktural) para peketja melakukan
kewajiban sesuai keinginan perusahaan.

Mengetahui ada peluane untuk bisa menjadi pegawai tetap, maka pekerja
kampanye kebanyakan berangan-angan mendapatkan kesejahteraan yang layak
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jika dia nanti terpilili untuk diangkal sebagai pegawai tetap. Dengan demikian
para pekerja akan termativasi untuk bekerja lebih giat dan rajin kalau perlu
dengan membanting tlang agar bisa terpilih sebagai pegawai tetap.

Berdasarkan gambaran di atas, penulis tertarik untuk membahas lebil
lanjut dalam skripsi yang berjudul “Amalisa Yuridis Sistem Kontrak Kerja

Kampanye di Pabrik Gula Kanigoro Madiun”,

1.2 Ruang Lingkup

Pada skripsi ini penulis membatasi ruang lingkupnya hanya terbatas pada
hubungan sebab akibat secara keperdataan yang timbul dari adanya kontrak kerja
kampanye yang dibuat oleh para karyawan kampanye dan pihak P.G Kanigoro
Madiun, dengan tanpa mengesampingkan peranan pihak lain yang terkait serta
tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum perburuhan yang diatur dalam tata
perundangan yang berlaku

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah proses pembuatan kontrak kerja kompanye di P.G Kanigoro
Madn 7

2. Apa yang menjadi hak dan kewajiban tenaga kega kampame dan P.G
Kanigoro Madiun dalam kaitannya dengan keberadaan kontrak kerja
kampanye?

3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dibenkan pada tenaga kerja
kampanye di P.G Kanigoro Madiun ?

4. Bagaimana penyelesaian persclisihan  yang  tegjadi  akibat  adanya

penyimpangan terhadap kontrak kerja kampanye 7
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1.4 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah sudah selayaknya memiliki twuan yang hendak

dicapai, begitu pula dengan penulisan skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujnan, yaiu

tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umwm yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah :

|. guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan
mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. sebagai salah satu sarana umtuk mengembangkan ilmuo hukum yang telah
diperoleh diperkuliahan dengan prakiek yang terjadi di dalam kehidupan
masyarakat,

3. memberikan sumbangan karya tulis ilmiah kepada almamater.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang diharapkan oleh penulis dalam pembuatan skripsi ini
adalah :

1. untuk mengetahui proses pembuatan kontrak kerja kampanye di P.G Kanigoro
Madiun;

2. untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak di P.G Kanigoro Madiun;

3. unmwk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada tenaga
kerja kampanye di P.G Kanigoro Madiun;

4. untuk mengetahut  solusi  tentang penyelesaian  perselisihan  akibat

penyimpangan yang terjadi terhadap adanya kontrak kerja kampanye.

1.5 Metodologi

Skripsi ini disusun penulis dengan menggunakan metode ilmiah. Metode
ilmiah adalah merupaken suatu prosedur dalam mendapatkan pengetahuan
(Bambang Sungzono, 2002:46).

Pengpunaan metode ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah
dan merumuskan sumber data sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan
dengan mudah.
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1.5.1 Pendekatan Masalah

Skripsi i1 menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan
yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan mencari kebenaran di lapangan yang
berkaitan dengan pengidentifikasian hukum dan mengetahui seberapa besar
efektifitas hukum bagi masyarakat vang memakainya. Metode i digunakan
untuk mengetalui bagaimana suatu peraturan itu dapat diterima dalam masyarakat
dan bagaimana perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dengan adanya
peraturan i Selanjutnya pendekatan tersebut digunakan untuk membahas dan
memecalikan masalah yang berkaitan dengan scbab akibat adanya perjanjian

kontrak kerja kampanye di P.G Kanigoro Madiun.

1.5.2 Sumber Data
Data penulisan sknpsi mi terdini dan dua data, yaitu ;
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data vang digunakan wntuk
mendapatkan data primer secara langsung di lapangan yang dilakukan oleh
penulis sendin. Pencarian data primer ini diperoleh dengan mendatangi dan
mewawancaral mslansi terkait dan pihak-pthak yang dianggap mempunyai
mformasi kuat terhadap adanya kontrak kerja kampanye di Pabrik Gula Kanigoro
Madiun.
[nstanst dan para pihak yang merupakan sumber data primer tersebut
adalah ;
1. P.G Kanigoro Madiun;
2. dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi kabupaten Madium;
3. serikat pekerja yang ada di P.G Kanigoro Madiun;
4. beberapa perwakilan dari para pekena kampanye di P.G Kanigoro Madium,
b, Sumber Data sckunder
Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk
mendapatkan data sekunder secara tidak lanpsung dari obyek penelitian atau
dengan kata lain data sekunder adalah data pelengkap. Sumber data ini diperoleh

dari mempelajari  kepustakaan, vaitu peraturan perundang-undangan  vang
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mengatur ketenagakerjaan dan KUHPerdata, pendapat para ahli, surat keputusan,
Kesepakatan Kerja Bersama, karya-karya ilmiab dan bLteratur-literatur yang

berkaitan dengan permasalahan yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data vang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini
melalul 2 (dua) cara, yaitu :
1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengunpulan dan pengolahan
data vang dilakukan dengan jalan mengumpulkan buku-buku kepustakaan
hukum dan ilmu-ilmu sosial vang relevan, peraturan perundang-undangan,
majalah maupun bacaan lain yvang berkaitan dengan masalah yang diteliti,
untuk membantu pengolahan data dan sebagar landasan teon yang
dipergunakan.

2. Studi lapangan

Studh lapangan dilakukan dengan cara mengamat kondisi lapangan
dan Kkegiatan wawancara. Wawancara adalal cara penpumpulan data
dengan melakukan tanya jawab secara lisan maupun tulisan dengan pihak-
pihak vang terkait dengan permasalahan dalam sknpsi i, Teknik
wawancara yang digunakan oleh penulis adalall wawancara mendalam
(depth interview), vyaitu prosedur wawancara yang dirancang untuk
membangkitkan pemyataan-pemystaan secara bebas yang dikemukakan
secara sungguh dengan terus terang. Hal imi untuk mengungkap aspek-
aspek penting dari situasi psikologi yang tidak mungkin diketahui untuk
memahami tingkah laku yang diamati serta pendapat dan sikap yang
dilaporkan (Husain Junus dan Anpin, 1996 37).

1.5.4 Analisa Data

Penulis melakukan kajian dan analisa dengan menpeunakan metode
deskriptif kualitatif, Metode deskripf adalab pembahasan yang memberikan
gambaran yang lengkap dan jelas mqu,ﬁaai apa yang menjadi permasalahan vang
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ada. (Marzuki, 1983:8). Metode kualitatyf adalah pembahasan yang memusatkan
perhatian pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejalu
vang ada dalam kehidupan manusia tanpa menggunakan vanabel-variabel,
Maksudnya adalah bahwa skripsi ini pembahasannya dilakukan dengan
memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai permasalahan yang ada
dan disajikan sccara kualitatif atau tanpa menggunakan variabel-variabel.
Kemudian menarik kesimpulan yang berpangkal dari hasil yang bersifal umum ke

hal-hal yang bersifat khusus.
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Dalam melaksanakan produksinya ternyata P.G Kanigoro Madiun sangat
memerlukan peran dari pekerja kampanye, Hal mi diketahui dari jumlah pekerja
kampanye yang ternyata lebih banyak dari pekerja tidak tetap lamnya. Selan itu
pendistribusian jumlah pekerja kampanye juga bervariasi antara bagian salu
dengan bagian yang lain, tergantung kebutuhan pabrik. Pendistribusian ini
dilakuken setelah para pekerja kampanye menandatangani kontrak kerja, yang
mana format kontrak kerja kampanye tersebut seperti yang terlampir,

Jumlah keselurulian karvawan P.G Kanigoro Madiun ada 1.171 orang,
meliputi :
1. Karyawan Tetap : 492 omang
2. Karyawan Harian KKWT LMG 13 orang

3. Karyawan Harian KKWT DMG  : 170 orang
4. Karvawan Kampanye : 306 orang
5. Karyawan Honorer 128 orang
6. Karyawan Borong ; 62 prang
Jumlah total : 1171 omang

Wilayah /bagian kerja yang dilakukan oleh pekegja kampanye meliputi ©
1. Tata Lsaha Karyawan (TUK) dan Gudang Matenial;
2. raitham,
3. instalasi :
a. ketel;
b. gilingan; /
¢. pabrik tengal; 7 Wik uﬂ ?amus‘lﬂm
d. listrik; ,_H% 2 — iS .]EHEEI
7 JHAVERSHT

&. loco lori; Rss
f. traktor bajak, /

¢. kendaraan,
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4. Pengolahan :
a. kamar obat;
b. hrangan;
¢, pemanasan;
d. pengunapan,
€. pressan;
f. tukang masak;
£. corongan,
. angkut gamping,
i, sapu-sapu.

Diantara beberapa wilayah ketja dari peketja kampanye ini yang dinilai
merupakan pekeraan berat adalah:
1. meja tebu sampai gilingan tebu;
2. ketel bagian bawah (gorek tebu);
3. gamping (pembakaran kapur),
4. dapur belerang.

Untuk para pekerja kampanye yang bekerja dibidang tersebut diberikan
premi sebesar 3% dani gaji pokok dun extra voeding.

Perekrutan pekerja kampanye di P.G Kanigoro Madiun dilakukan tanpa
mengeunakan media periklanan. Jadi hanya pemberitalwan yang ditempel di
kantor, dimana yang mengetahui adanya lowongan pekega kampanye
kemungkinan besar hanyalah lingkungan karyawan P.G Kanigoro Madiun sendin,

Jadi pekerja kampanye yang direkrut banyak yang mempunyal ikatan
keluarga dengan pekerja yang sudah ada di P.G Kanigoro Madiun Hal tersebut
berlaku bagi pekerja kampanye vang baru mendafiar menjadi pekerja kampanye.
Dalam rekrutmen pekerja kampanye ini, para pekerja kampanye yang sudah
pernah  bekerja schapai pekera kampanye mendapatkan prontas dalam
pendafiaran lowongan tersebut yang hanya terjadi pada saat musun giling saja.
Setelah it para pekerja kampanye melewati tes keschatan. Selanjutnya para calon
pekeria kampanye yang lulus tes menandatangani kontrak kega kampanye secara
perscorangan yang sudah disiapkan oleh perusahaan, dengan memberikan
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tindasan pada Disnaker, Sebelum melaksanakan pekerjaan musim  ghing,
perusahaan memberikan penjelasan mengenal hak, kewajiban, larangan alau
sanksi serta tugas vang harus dilakukan dan tempat Kerjanya. Setelah diberikan
penjelasan kemudian dibayarkan uang muka giling sebesar 10% dari gap sebulan
scbagai ikatan kerja, yang pengembaliannya dipotong lewat gaji selama masa
giling,

Yang menarik disini para pekerja kampanye bisa diangkat menjadi
pegawai tetap sesum dengan ketentuan jajaran mimpinan P.G Kanigoro Madiun
(jika pekerja kampanye tersebut dalam melakukan pekerjaannya dinilai berprestasi
dan jika ada formasi di tubub perusahasn), Berdasarkan kondisi dilapangan kata
kampanye yang merupakan kata serapan dari bahasa Belanda yang berarti
musiman, temyata oleh para pekerju tiduk tetap pada umuwmnya diartikan sebagai
pekerja yang naik status yang dengan menunjukkan kemampuan kegjanya pada
Jajaran pimpinan perusahaan, supaya bisa diangkat menjadi pegawail tetap
dilingkungan P.G Kanigoro Madiun, (disama artikan dengan pengertian kampanye
didunia kepartaian pada musim pemilu).

Hal pengangkatan pekerja .i.mmpun}-u menjadi  pegawai tetap dalam
perusahaan tidak ada dasar ketentuan terfulisnya, Hal ftu divakini para pekerja
kampanye dari adanya beberapa teman mereka yang dulu sesama pekerja
kampanye ternyata bisa menjadi pegawai tetap di P.G Kanigoro Madiun.

Kontrak kerja kampanye berakhir jika ;

1. Masa kontrak kerja kampanye habis;

2. pekerja kampanye dibechentikan karena hal tertentu
a. karena meninggal dunia;
b. melanggar aturan atau larangan.

3. cacat total (tetap) akabat kecelakaan kerja;

4. mencapai usia 55 tahun.

Setiap ada pemberhentian yang terjadi, para pekerja kampanye
mendapatkan pesangon berupa Tabungan Asuransi Pesangon (TAP) dan Jaminan
Hari Tua (JHT). Untuk karyawan kampanye yang berhenti karena meninggal

dunia mendapat bantuan pemakaman sebesar |{satu) bulan gaji pokok ditambah
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funjangan sosial. Selain itu pihak keluarga mendapatkan uang duka sebesar 3
(tiga) bulan gaji pokok ditambah tunjangan khusus dan tunjangan sosial.

Pada tahun 1999 terjadi perselisihan antara pihak perusahaan dengan para
pekerja kampanye mengenat tuntutan kenaikan tunjangan hari raya. Kasus ini
tidak sampai berlarut-larut dan bisa diselesaikan ditingkat perusahaan dengan cara

musyawarah diantara kedua belah pihak.

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukumm vang dipakai dalam penulisan skripsi adalah @

|. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
“ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya it dengan
tidak ada kecualinya™.

2. UU nomor 21 tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan,

3. UU nomor 22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan

4. UL nomor 12 tahun 1964 tentang PHK di perusahaan swasta.

4

5. UU pomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek.

6. TAP MPR nomor [V/MPR/ 1699 tentang GBHIN,
7

Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang aturan

pelaksana jamsostek.
& Permenaker RI No : per- 02/MEN/ 1993 tentang KKWT.
9 Permenaker No : PER — 03 /MEN/1994 tentang penyelenggaraan program

Jamsostek bagi tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan dan tenaga
kerja kontrak.
10. Keputusan menakertrans dan Koperasi no. 02/MEN/1978 tentang peraturan
perusahaan dan perundingan pembuatan perjanjian perburuban.
11. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri pertanian dan Menteri tenaga Kerja
RI No 821/KEpts/Kp.640/12/1994, tanggal 27 Desember 1994
Kep 394/ MEN/1994
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12,

Beberapa pasal dalam K.U H Perdata, yaitu :
a. pasal 1602 a : Upah yang ditetapkan menurut lamanya waktu, harus dibayar
sejak saat st buruh mulai bekerja hingga saat beraklnrnya hubungan kerja.

b. pasal 1602 v ayat 7 : Dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan aturan

yang mewajibkan majikan seperlunya untuk mengadakan pencatatan
mengenai hari istirahat yang diberikan kepada buruh dalam daftar yang
disediakan untuk itu.

¢ pasal 1603 : Buruh diwajibkan melakukan pekerjaan yang dijanjikan memurut

13.

14.

LS.

kemampuannya vang sebaik-baiknya. Sekedar lentang sifat serta luasnya
pekerjaan yang harus dilakukan ditentukan oleh kebiasaan.

d. pasal 1603 a : Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya: hanyalah

dengan ijin inajikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya.

e pasal 1603 b : Buruh diwajibkan mentaati aturan-aturan hal melakukan

pekerjaan serta aturan-aturan yang ditwjukan pada perbaikan tata tertib
dalam perusahaan si majikan, yang diberikan kepadanya oleh atau atas nama
si majikan dalam batas aturan undang-undang maupun kebiasaan,
Pedjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PTPN Xl(persero) P.G Kanigoro
Madiun dan SP-BUN cabang P.G Kanigoro Madiun.
Pasal 1315 KUHPerdata - Pada umumnya tak seorang dapat mengkatkan din
atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk
dirmva sendiri.
Pasal 1316 KUHPerdata © Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk
menangeung atau menjamin seorang pthak ketiga, dengan menjanjikan bahwa
orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran
ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung piliak Ketiga itu atau yang
telah beraniji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu, jika
pihak in1 menolak memenubn penkatannya.

16. Pasal 1318 KUHPerdata : Semua perjanjian, balk yang mempunyai suatu

nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tanduk

pada peraluran-peraturan umum,
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2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian sama dengan pengertian kontrak. Menurut Pasal

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satn orang atau lebih
lainnya”,

Pengertian tersebut dinilai tidak lengkap karena hanya bersifat sepihak dan
mempunyai pengertian yang luas vaitu bisa mencakup perbuatan sukarela maupun
perbuatan melawan hubungan antara dua pihak dan diperlukan kata sepakat setta
memmbulkan kewajiban kepada kedua belah pihak. Oleh karena itu pengertian
perjanjian seharusnya adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Setiawan, 1994:49)

Menurut Pasal 1233 KU Perdata bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan
baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Selanjutnya tiap-tiap
perikatan adalah wntuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk
tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Per)

Jadi mengenai hal melakukan suatu perbuatan maupun tidak melakukan
suatu perbuatan dalam penkatan harus didasarkan atas pefjanjian maupun undang-

undang yang berlaku.

1.3.2 Syaral Sahnya Suatu Perjanjian

Adapun syaral sahnya suatu petjanjian telah ditentukan dalam pasal 1320
KUH Perdata, yaitu ¢
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirl

Maksudnya adalah kedua belah pihak atau para pihak vang mengadakan
perjanjian tersebut haruslah bersepakat, setuju dan seia sekata atas hal-hal yang
diperjanjikan. Dengan tanpa ada paksaan atau dwang, kekeliruan atas dwaling dan
penipuan atau bedrog. Manakala hal-hal tersebut telah terpenuli, maka kata
sepakat yang merupakan unsur utama dari empat syarat dalam suatu perjanjian
tersebut telah terpenuhi.
2. hecakapan membuat suatu peganjian
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Maksud membuat sustu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan
hukum dan yang bisa melakukan suatu hubungan hukum adalah mereka yang bisa
dikategorikan scbagai pendukung hak dan kewajiban, pibak yang dikatakan
sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah orang dan badan hukum (Djumadi,
2002 ;13),

3. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah suvatu yang didalam
perjanjian tersebut harus telah ditentukan dan disepakati. Ketentuan ini sesuai
dengan yang disebutkan pada pasal 1333 KUHPerdata bahwa barang yang
menjadi obyek snatu perjanjian harus ditentukan jenisnya
4, Suatu sebab yang halal

Menurut undang-undang, sebab yang halal adalah jika tidak dilarang oleh
undang-undang, tdak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum,
ketentuan ini disebutkan pada pasal 1337 KUHPerdata,

Jadi jika suatu perjanjian dibuat untuk suatu hal yang tidak halal maka

perjanjian tu dianggap batal demi hukum.

2.3.3 Beberapa asas dalam suatu perjanjian
Asas kebebasan berkontrak (open system)

Asas yang utama di dalam suatu perjanjian adalah adanya asas yang
terbuka atau open system, maksudnya bahwa setiap orang boleh mengadakan
perjanjian apa saja dan dengan siapa saja. Ketentuan tentang asas ini discbutkan di
dalam pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka vang membuamya.

Secara tegas hukum menjamin bagi setiap subyek hukum untuk micmbuat

perjajian apa saja yang sah,

Asas konsensual atau asas kekuasaan bersepakat
Asas konsensual atau contract vrifheid, ketentuan ni dizebutkan pada
pasal 1458 KUHPerdata, maksud dari asas ini adalah bahwa perjanjian itu ada

sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian.
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Perjanjian tersebut telah dinyatakan sah jika dalam perjanjian tersebut selain telah
memenuhi 3 syarat, tetapi yang terpenting adalah telah terpenuhi kata sepakat dar
mereka yang membuatnya.

Adanya kata sepakat yang ditandai dengan penandatanganan dalam suatu
perjanjian merupakan bukti yang kuat terhadap adanya perjanjian bagi kedua
belah pihak yang bersifat mengikat,

Asas kelengkapan

Maksud dari asas ini adalah apabila para pihak yang mengadakan
perjanjian, berkeinginan lain mereka bisa menyingkirkan pasal-pasal yang ada
pada undang-undang, tapi jika tidak secara tegas ditentukan didalam suatu
perjanjian maka ketentuan pada undang-undanglah yang dinyatakan berlaku
(Pasal 1477 KUHPerdata).

Jadi ketentuan-ketentuan yang dikehendaki bersama dan secata tegas
diatur dalam perjanjian tersebut merupakan hal yang bisa menggantikan ketentuan
yang ada dalam undang-undang yang mengatur hal yang sama dengan apa yang

diatur dalam perjanjian itu.

Asas kekuatan mengikat {pacta sunt servandu)

Bahwa keterikatan tidak terbatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga
terhadap segala sesuatu yang menurul sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan,
kebiasaan atau undang-undang (pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdata).

Jadi jika dalam ketentuan perjanjian tersebut ada keharusan untuk
melakukan suatu hal, dimana hal tersebut lemyata bertentangan dengan kepatutan
maupun kebiasaan, maka ketentuan itu bolel tidak dilakukan demi menjaga

kehormatan dan moral pelaku perjanjian.

Asas kepastian hukum
Bahwa kebebasan untuk memperjanjikan suatu hal maupun dengan siapa

melakukan perjanjian dengan tegas dilindungi dan dijamin undang-undang dengan
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kata lain bahwa semua perjanjian yang dibual secara sah diakui oleh indang-
umdang (pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdata)

Dalam membuat perjanjian dusahakan untuk dibuat secara tertulis, sebab
hal ity mempunyai sifat riil dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat jika
sewaktu-waktu digunakan sebagai bukti dalam peoyelesaian perselisihan yang

terjadi berkaitan dengan perjanjian tersebut.

Asas itikad baik

Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik disim
dalam art1 bukan unsur subyektif, melamkan unsur obyektf untuk melaksanakan
perjanjian itu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan (Abdul
kadir Muhammad, 1990 ;1 99)

Jadi dengan adanya itikat baik dalam membuat perjanjian akan menjamin
tetap berlangsungnya perjanjian itu sampal batas akhir vang ditentukan, scrta

menghasilkan suatu hasi yang dikehendaki bersama.

2.3.4 Wanprestasi

Wanpresrasi adalah tidak memenuhi kewajiban vang telah ditetapkan
dalam perikatan, batk yvang timbul karena perjanjian maupun perikalan yang
timbul karena undang-undang, yang disebabkan kesalahan atau kelalaian debitur,
maupun keadaan memaksa (Abdul Kadir Muhammad, 1990 : 20).

Seseorang dikatakan wanprestasi bila dia tidak memenuhi atau bisa juga
terlambat dalam memenuhi kewajibannya. Pernyataan wanprestasi diberikan pada
seseorang Jika telah terlebih dahulu melewati proses peringatan baik secara lisan
maupun tulisan dan penagihan. Apabila setelah proses ity dilakukan ternyata
orang tersebut tidak memenuhi kewajibannya maka orang terscbut dinyatkan
wanprestasi

Hakim bisa memutuskan tidak membatalkan suatu pegjanjian jika tegadi
wanprestasi, apabila faktor penvebab wanprestasi itu dianggap sepele. 1lakim juga
bisa membatalkan tuntutan ganti rugi vang diajukan akibat adanya wanprestasi

Jika faktor penyebab wanprestasi itu dianggap olel hakim sepele.
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Jadi sepula bentuk wanprestasi akan mempengaruhi  kehanmonisan dalam
perjalanan perjanjian itu. Wanprestasi tidak akan mempengaruhi keharmonisan

perjanjian jika ada kesepakatan-kesepakatan lagi antara pelaku perjanjian.

2.3.5 Pengertian Kontrak Kerja
Pengertian umum kontrak kerja

Menurut pasal 1601a KUHPerdata, pengertian kontrak kerja adalah svatu
perjanjian dimana pihak vang satu si pekerja, mengkatkan dirinya untuk dibawah
perintalinya pihak vang lain, si majikan/perusahaan untuk suatu waktu tertentu
melakukan pekerjaan dengan menerima upah

Menurmut R. Imam Soepomao (Djomadi, 2002 : 23)

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh
mengikatkan dii ontuk bekegja dengan menerima upah pada pihak
lainnya, majikan yang mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu
dengan membayar upah,

Selain dalam pembuatan perjanjian berpedoman pada ketentuan pasal 1320
KUHPer, masih ada syarat yang harus dipenuhi yang berupa unsur-unsur yaitu
a, Adanya unsur pekerjaan (work)

Didalam suatu peganjian kerja tersebut haruslal ada suatu pekergaan yang
diperjanjikan dan dikegjakan sendini oleh pekerja vang membuat perjanjian kerja
tersebut. Pekerjaan mana vaitu vang dikerjakan oleh pekerja itu sendiri, haruslah
berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian kegja. DBahkan pada pasal 4
PP/momor 8/1981 tentang perlindungan upah dinyatakan bahwa : * upah tidak
dibayar bila buruh tidak melakukan pekerjaan.

b. Adanya unsur pelayanan (service)

Bahwa dalam melakukan pekenaan yang dilakukan scbagal manifestas
adanya perjanjian kerja tersebut, pekerja haruslah wuinduk pada perintah orang lain,
vailu pihak pemberi kerja dan dan harus winduk dan dibawah perintah orang lain
(si majikan). Dengan adanya Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa si pekerja
dalam melaksanakan pekerjaannya berada dibawah wibawa orang lain, yaitu s1

majikan,
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¢c. Adanya unsur waktu tertentu (time)

Bahwa dalam melakukan hubungan kerja tersebut haruslah dilakukan
sesuai dengan waltu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja atau peraturan
perundang-undangan. Oleh karena itu dalam melakukan pekerjaannya, pekerja
tidak boleh melakukan sekehendak dari majikan dan juga boleh dilakukan dalam
kurun waktu seumur hidup. Jika pekerjaan tersebut dilakukan selama hidup dani
pekerja tersebut, disini pribadi manusia akan hilang sehingga timbullah apa yang
dinamakan perbudakan dan bukan perjanjian kerja.

d. Adanya unsur upah (pay)

Jika seseorang yang bekerja dalam melaksanakan pekerjaannya bukan
bertujuan untuk mendapatkan upah, akan telapi yang menjadi tuannya adalah
selain upah, maka pelaksanaan pekerjaan tersebut sulit untuk dikatakan sebagai
pelaksanaan dar perjanjian kena. Selamjuinya yika seorang yang bekena tersebut
bertujuan mendapatkan manfaat bagi diri s1 pekerja dan bukan untuk bertujuan
menerima upal.

Dengan demikian bisa diartikan bahwa jika upah tidak menjadi tujuan
suatu pekerjaan maka hubungan tersebut bukan merupakan implementasi dari
pelaksanaan suatu perjanjian kerja. Menurut Rood (Djumadi, 2002 : 34), upah
maksudnya asdalah imbalan prestasi yang wajb dibayvar oleh majikan untuk
pekerjaan itu
Pengertian kontrak kerja kKampanye

Menurat pasal 1603e ayat 1 KUHPerdata yang mengatur mengenai
perjanjian kerja unit wakiu tertentu : Hubungan kerja berakhir demi hukum jika
habis waktunya yang ditetapkan dalam perjunjian atas peraturan-peraturan atau
dalam peraturan perundang-undangan atau jika semua itu tidak ada menurut
kebiasaan.

Bahwa yang dinamakan perjanjian kerja antara waktu tertentu dibagi pula
menjadi 3 (tiga ) yaitu

1. perjanjian kerja untuk waktu tertentu dimana waktu berlakunya ditentukan
Menirut perjanjian;
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2. perjanjian kerja antara waktu tertentu dimana waktu berlakunya ditentukan

menurut undang-undang;

Ll

perjanjian kerja waktu tertentu dimana waktu berlakunya ditentukan meurut
kebiasaan.

Pengertian karyawan kampanye adalah karyawan yang dipekerjakan dalam
musim giling pabrik gula vang tugasnya berkaitan dengan kepentingan giling
pabrik gula, pekerjaannya dimulai dari tebu pertama diterima di emplasemen
sampai dengan tebu berakhir digiling termasuk penyelesaian, yang gajinya dibayar
secara bulanan.

Kontrak kerja kampanye adalah kontrak kega yang dibuat antara
perusahaan dengan pekerja atau karyawan kampanye pada setiap musim giling
tebu dimana isi dan kontrak kerja kampanye tersebut berupa hak dan kewajiban
dari karyawan kampanye dan perusahaan dalam rangka mengerjakan pekerjaan
produksi gula di pabrik gula dengan diketahui oleh piliak dinas tenaga kerja.

Hubungan Industrial Pancasila

Pengertian hubungan kerja adalah hubungan yvang terjalin antlara penerima
kerja berdasarken perjanjian kerja/kesepakatan kerja baik untuk waktu tertentu
maupun tidak tertentu yang mengandung adanya unsur pekerjaan, upah can
hubungan dibawah perintah (Dinas tenaga kerja republik Indonesia, 1994 : 5)

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara
para pelaku proses produksi barng dan jasa yaitu pekerja, pengusaha dan
pemenntah,

Istilah hubungan industrial yang dalam istilah asing dikenal dengan
industrial relations, merupakan perkembangan dari istilah hubungan perburuhan
(labour relations, labour management relations).

Istilah hubungan perburuhan (labour relations) memberi kesan yang
sempil seakan-akan hanya mencakup hubungan antara pengusaha dan pekerja.
Pedahal masalah hubungan industrial mencakup aspek yang sangat luas vaitu
aspek sosial budaya, psikologi, ekonomi, politik, hukum dan hankamnas, sehingga
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hubungan industrial tidak hanya meliputi pengusaha dan pekerja saja namum
melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam arti luas.

Pengertian hubungan industrial pancasila adalah suatu sistem hubungan
yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan jasa (pekera,
pengusaha dan pemenntah) yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan
manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan UUD 1945, yang tumbuh dan
berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia (Dinas
tenaga kerja republik Indonesia, 1994 : 8).

Hal di atas mengandung arti bahwa kegiatan hubungan indastrial pancasila
harus mengamalkan sila-sila dan pancasila sebagai berikut :

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan hanya bertujuan untuk
sekedar mencari nafkah saja akan tetapi sebagai pengabdian manusia pzk-lﬂ
Tuhannya, sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Adanya pengakuan bahwa bekerja bukan hanya sekedar faktor produksi
belaka, tetapl sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya.
Karena itu perlakuan pengusaha kepada pekerja bukan hanya dilihat dari segi
kepentingan produksi saja akan tetapi haruslah dilihat dalam rangka meningkatkan
harkat dan martabat manusia.

c. Persatuan Indonesia

Hubungan antara pekerja dan pengusaha bukanlah mempunyai
kepentingan yang bertentangan, akan tetapi mempunyai kepentingan yang sama
yaitu kemajuan perusahaan. Perusahaan yang maju bisa berakibat semua pihak
akan dapat meningkatkan kesejahteraan, serta memaniapkan persatuan dan
kesatuan para pelaku proses produksi,

d. Kerakyatan .Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan/Perwakilan

Setiap perbedaan pendapat antara pekera dan pengusaha harus
diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan
secara kekeluargaan,
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e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Terdapatnya keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak
dalam perusahaan, Keseimbangan itu dicapai bukan didasarkan atas perimbangan
kekuatan (balance of power) akan tetapi atas dasar rasa keadilan dan kepatutan,
Disamping itu hubungan industrial Pancasila juga mempunyai pandangan bahwa
hasil-hasil perusahaan yang telah dicapai berdasarkan Kerjasama antara pekerja
dan pengusaha dinikmati secara adil dan merata sesuai dengan pengorbanan
masing-masing.
(Sumber : Disnaker Rl direktorat pembinaan hubungan industrial dan pengawasan

hubungan ketenaga kerjaan, 1994, Pedoman Pelaksanaan HIP)
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3.1 Proses Pembuatan Kontrak Kerja Kampanye di P.G Kanigoro Madiun

Dalam tata hukum Indonesia saat ini perjanjian perburuhan diatur dalam
undang-undang no. 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan dan pasal 1601 n
KUHPer. Perjanjian perburuhan atau sekarang lebil dikenal dengan Kesepakatan
Kerja Bersama (KKB) atau Collective Labour Agreement (CLA) merupakan
peraturan yang bersifat umum sedangkan kontrak kerja merupakan peraturan yang
bersifat khusus di dalam hubungan antara para pekerja dengan majikannya,

Menurut pasal 1 ayat 2 undang-undang no 21 tahun 1954 pengertian dan
Perjanjian Perburuhan adalah perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat-serikat
buruh yang terdaflar pada kementerian perburuhan dengan majikan, majikan-
majikan, perkumpulan majikan yang berbadan hukum, yang pada ymumnya atau
Seémata-mata memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan dalam petjanjian
kerja/kontrak kerja.

Dengan memperhatikan tata susunan perundangan di Indonesia maka
ketentuan pasal 1601n KUHPer harus dipandang sebagai telah hapus, karena
adanya UU No 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan (Djumadi, 2002 -
80). Perjanjian perburuhan merupakan perjanjian :

a. dibuat antara majikan atau majikan-majikan dengan serikat buruh atau
serikat-serikat buruh:

b. obyek yang diperjanjikan pada umumnya memuat tentang syarat-syarat
yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja.

Mulai tahun 1996 peraturan perusahaan telah dihapuskan dan diganti
dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antaza PTPN X1 (Persero) dengan serikat
Pekerja Perkebunan PTPN X1 (Persero). Dalam lingkungan P.G Kanigoro Madiun
istilah PKB sama pengertiannya dengan KKB. Pihak P.G Kanigoro Madiun dalam
hal ini menggunakan istilah PKB. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini tiap tahun
akan ditinjau lagi mengenai kesesuaiannya dengan kondisi yang ada, maksudnya

23
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masih sesuai atau tidakkah isi dari PKB tersebut untuk diterapkan di lingkungan
pabrik gula Kanigoro Madiun.

Hal demikian karena di dalam Kesepakatan Kerja Bersama, nantinya akan
mencerminkan keberadaan serikat pekerja itu sendiri. Hasil yang didapat dan
pembuatan perjanjian perburuhan atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) akan
kurang baik dan kurang mewakili aspirasi dari para anggota serikat pekerja, bila
keberadaan dari serikat pekerja tersebut lemah dan tidak bisa menyerap aspirasi
dari para anggotanya. Hal itu akan menghasilkan lain jika berlangsung sebaliknya,
karena dalam hal ini semua anggota pekerja telah menyerahkan dan
mempercayakan kepentingannya kepada para pimpinan dan pengurus dari serikat
pekerja tersebut. Suatu perjanjian perburuhan jika ditinjau dari kepentingan para
pekerja :

a  harus mengandung nilai-nilai demokratis, artinya untuk kepentingan
semua buruh vang diperlukan tidak mementingkan suatu golengan, baik
itu golongan keagamaan, politik dan keturunar,

b. harus mengandung milai-nilai Pancasila dan merupakan pancaran dari
amanat pasal 27 ayat (1 dan 2) UUD 1945;

c. harus mengandung nilai-nilai kesatuan, yaitu umtuk kepentingan semua
buruh yang bekerja dalam perusahaan yang bersangkutan.

(Sumber : Disnaker RI, 1994, Pedoman Pelaksanaan HIP)

Kesempurnaan dari suatu perjanjian perburuhan sebenamya bukanlah
hanya semata-mata memperjuangkan kepentingan pihak pekerja belaka, akan
tetapi seyogyanya harus pula diimgat kepentingan dan kondisi dan pihak majikan
atau perusahaan. Adanyp tuntutan yang diajukan pekerja, bisa menimbulkan
persoalan baru mengenai sanggup atau tidak sanggup majikan melakukan
kewajibannya, karena jika hanya mementingkan salah satu pihak saja, yaitu pihak
pekerja tanpa menghiraukan keadaan dari pihak majikan dan ternyata pihak
majikan tidak sanggup melaksanakan kewajibannya untuk membayar upah dan
kewajiban lainnya, maka keadaan demikian bisa mengakibatkan perusahaan
dalam kondisi merugi dan bisa bangkrut, Seandainya perusahaan lersebut sampai
menutup perusahaannya, pada akhimya pekerjalah yang menderita kerugian.
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Dengan mengacu pada penjelasan di atas maka dalam membuat petjanjian
kerja diharuskan dengan memperhatikan syarat-syarat kerja yang telah dibuat di
dalam perjanjian perburuhan. Hal demikian dikarenakan :

4. yang membuat perjanjian perburuhan adalah pihak. serikat buruh atau
beberapa serikat buruh dengan pihak majikan atau beberapa majikan hal
ini akan mendapatkan keuntumpgan bagi burub, karena pembuatan
perjanjian perburuhan di setinp perusahaan diharapkan akan mendapatkan
usaha-usaha perbaikan syarat-syarat kerja;

b. Keuntungan utama adalah dalam membuat perjanjian perburuhan mereka
dapat berunding atas kedudukan yang sama. Karena mempunyai
kedudukan yeng sama di muka dalam proses pembuatan perjanjian
perburnhan, ada hal untuk terlebih dahulu mengadakan tawar-menawar
dan kedua belah pihak dapat saling mengemukakan dan mempertahankan
Kepentingannya masing-masing.

{Sumber : Djumadi, 2002, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja)

Pihak perusahaan dalam membuat kontrak kerja terhadap para karyawan
kampanye terlebih dulu dipanggil, dites kesehatannya lalu para pekerja
dipersilahkan menandatangani kontrak kerja yang sudah disiapkan oleh pihak
perusahaan. Selanjumya para pekerja kamparnve mendapat pengarahan oleh pihak
perusahaan seputar wilayah kerja para pekerja kampanye.

Sebenarnya format dan isi dari kontrak kerja kampanye di PG Kanigoro
Madiun (terlampir) sudah memenuhi unsur-unsur suatu perjanjian kerja pada
umumnya, Selanjutnya yang perlu digarisbawahi bahwa kebanyakan dari para
pekerja kampanye sesuai dengan fakta yang ada, tingkat pendidikannya setingkat
SD. Jadi menurut analisa penulis tentunya wawasan/wacana mengenai hukum
yang mereka miliki agak kurang. Analisa ini diperkuat dengan hanya adanya satu
buah saja serikat pekerja yaitu SP-BUN. Melihat tidak adanya gejolak yang timbul
di pihak para pekerja kampanye tentunya segala aspek dari hak dan kf:wajibz;n
para pihak antara hal-hal yang bersifat formal dan hal yang bersifat empirik atau
pelaksanaan di lapangan sudah cocok. Secara yuridis formal proses pembuatan
kontrak keja kampanye di PG Kanigoro Madiun sudah bisa dibenarkan, karena
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kontrak kerja kampanye tersebut sudah mendekati svarat-syaral matenal dan
syarat-syarat formal.

Tentang syarat-syarat material yang harus dipenuhi dalam pembuatan
kontrak kerja tertentu adalah sebagai berikut :
|, dibuat atas kemauan bebas kedua belah pihak;

2. adanya kemampuan atau kecakapan pihak-pihak untuk membual suatu
kesepakatan;
3. vyang disepakati tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau tidak
bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
(Sumber : Koko Kosidin, 1999, Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuban dan
Peraturan Perusahaan)

Mengenai hal syarat sahnya suvatu perjanjian, syarat material dari
perjanjian kerja tertentu juga tersebut seperti halnya diatur pada pasal 4 ayal 2
Permenaker RI No 05/MEN/1986 dalam peraturan yang sama, disebutkan bahwa
kesepakatan kerja antara waktu tertentu yang tidak memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud poin 1 dan 2 dapat dibatalkan, sedangkan yang bertentangan dengan
poin 3 batal dem hukum.

Syarat-syaral formalnya adalah sebagai berikut :

|. kesepakatan kerja dibuat rangkap 3 (tiga),
kesepakatan kerja harus didaftarkan pada kantor Disnaker sctcmpat;

-2

3. biava yang timbul akibat pembuatan kescpakatan kerja tertentu, semuanya
ditanggung pengusaha;
4. kesepakatan kerja untuk waktu tertentu harus memuat identitas serta hak
dan kewajiban para pihak sebagai berikut:
a. nama dan alamat pengusaha atau perusahaan,
b. nama, alamat, umur dan jenis kelamin pekerja;
c. jabatan atas jenis/macam pekerjaan;
d. besarnya upah serta cara pembayarannya;
e. hak dan kewajiban pekerja;
f  hak dan kewajiban pengusaha;
g. syarat-syaral kerjanya,
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h. jangka waktu berlakunya kesepakatan kerja,

i. tempat atau lokasi kerju;

j. tempat dan tanggal kescpakatan kerja dibuat serta tanggal mulay

berlakunya.

(Sumber : Koko Kosidin, 1999, Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan

Peraturan Perusahaan)
.Cara berakhirnya hubungan kerja

Dalam hal mengenai berakhirmya hubungan kerja dalam kesepakatan kerja

tertentu, terdapat dua kemungkinan yang bisa terjadi yaitu karena :

1. demi hukum, vyairu karena berakhirmya wakiu atau obyek yang
diperjanjikan atau disepakati telah lampau;

2. pekerja meninggal dunia, dengan pengecualian jika yang meninggal duma
pihak pengusaha/perusahaan (sebagai badan hukum), maka kesepakatan
kerja untuk waktu tertentu tidak berakhir. Bahkan suatu kesepakatan kerja
untuk waktu tertentu tidak berakhir walaupun pengusaha jatuh pailit.

Selain dua kemungkinan di atas yang bisa menyebabkan berakhirnya suatu

hubungan kerja ada alasan lain yang bisa menyebabkan berakhirnya hubungan
kerja yaitu diatur dalam Permenaker No Per-02/MEN/1993 tentang kesepakatan
kerja waktu tertentu Pasal 17, 19 dan Pasal 20.
(Sumber : A. Ridwan Halim dan Sri Subandini Gultom, 1987, Sari Hukum
Perburuhan Di Indonesia)
Alasan-alasan tersebut diantaranya yaitu :
1. Kesalahan berat si pekerja misalnya :
a. mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotik di tempat kerja;
b. mencuri, menggelapkan, menipu atau melakukan kejahatan lain;
¢. menganiaya, menghina secara kasar dan mengancam pengusaha,
keluarga pengusaha atau teman selerja.
2. Kesalahan berat akibat perbuatan pengusaha, misalnya :

a. menganiaya, menghina, secara kasar atau mengancam pekerja;
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b, membujuk pekerja, keluarga atau teman sesama pekerja melakukan
sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan dengan kesusilaan atau hal
itu dilakukan bawahan pengusaha.

3. Adanya salasan-alasan memaksa atau force majenr maksudnya adalah
bahwa berakhirnya hubungan ketja tersebut karena alasan tak terduga dan
tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya.

(Sumber : A. Ridwan Halim dan Sri Subandini Gultom, 1987, Sari Hukum
Perburuhan Di Indonesia)

Alasan-alasan yang dapat dipakai dalam melakukan pemutusan hubungan
kerja tanpa memberikan panti Tugi tersebut, pithak vang akan mengakhiri
hubungan kerja tetap harus diminta izin terlebih dahulu pada Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Tingkat Daerah atau tingkat Pusat (P4D/P).

3.2 Hak dan Kewajiban Karyawan Kampanyve dan Perusahaan di P.G
Kanigoro Madiun
Mengenai keberadaan hak dan kewajiban antara pihak yang satu dengan
yang lainnya merupakan suatu kebalikan, Jika di suatu pthak merupakan satu hak
maka dipihak lainnya adalah merupakan kewajiban.
D1 P.G Kanigoro Madiun berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
antara PTPN Xl (Persero) dengan SP-BUN PTPN Xl (Persero) periode 2002-
2003, pasal 18 menyebutkan kewajiban karyawan kampanye adalah sebagai .-
berikut :
a, mentaati peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentwan yang berlaku di
perusahaan;
b. bersedia dipindahkan/dimutasikan dari unit kerja ke unit kerja lainnya (antar
jabatan atau antar wilayah kerja);
c. mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya vang
menyangkut ketenagakerjaan;
d. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
e. menyimpan rahasia perusahaan atau jabatan dengan sebaik-baiknya;
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melaksanakan tugasnya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggumg
jawab;

bekerja dengan jujur, tertib, hemat dan bersemangat untuk kepentingan
perusaliaan,

memelihara dan meningkatkan keutuhan kekompakan, persatuan dan kesatuan
karyawan;

menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

bertindak dan bersikap tegas tapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
membina dan mendorong bawahannya dalam melaksanakan tugas guna
meningkatkan prestasi kerjanya;

memberikan contoh atau tauladan yang baik terhadap bawahannyva;

- memperhatikan dan melaksanakan sepaly ketentuan perusahaan, baik yang

langsung menyangkut tugas dan kewajibannya maupun yang berlaku secara
wmuI,

segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui adanya hal-hal yang
membahayakan/mengganggu kelancaran atay merugikan perusahaan terutama
dibidang keamanan, keuangan dan material:

menggunakan dan memlihara barang-barang milik perusahaan dengan baik
untuk kepentingan perusahaan;

menyerahkan kembali pada perusaliman semua surat-surat dan barang milik
perusahaan yang dibawa, setelah tidak ada hubungan kerja aktif dengan
perusahaan;

memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang
diterima mengenai pelanggaran disiplin. Dalam hal piliak yang merasa
dirugikan tersebut (laporan kurang mendapat tanggapan Jari atasannya) ia
dapat melaporkan langsung kepada atasarmya yang lebih senior;

membina dan mendorong bawahannya dalam mclaksanak_lan tugas guna
meningkatkan prestasi kerjanya; | by £l
?.?Tﬁil_;?gj;__mpan sanfun terhadap siapapun, baik di dalam maupun di luar dinas
dan selalu bersedia memberi pertolongan terhadap sesama karyawan, menjalin
kerjasama demi kelancaran jalannya usaha:
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. menjaga keselamatan din dan teman sekerja serta menggunakan peralatan

keselamatan kerja dalam sifat pekerjaannya mengharuskan demikian.

Mengenai kewajiban dari perusahaan (PG Kanigoro Madiun) adalah scbagai
berikut ;

memberikan gaji karyawan kampanye sesuai dengan ketentuan ving
berlaku (gaji pokok maupun vang lembur);

memberikan perawatan kesehatan pada karyawan kampanye dan batihnya
selama dalam masa kontrak kerja berlaku;

mendaftarkan para karyawan kampanye untuk menjadi peserta Jamsostek:
memberikan keuangan pesangon pada karyawan kampanye jika telah
selesal masa kerjanya;

memberikan alat-alat keselamatan kerja yang disediakan oleh perusaliaan
pada setiap karyawan kampanye yang bekerja di tempat berhuhayﬂ
menurut standar Undang-undang yang berlaku:

memberikan pengarahan mengenai seputar pekerjaan yang akan dilakukan
oleh para karyawan kampanye;

- memberikan bantuan kematian pada janda atau ahli warisnya sesuai

dengan ketentuan yang ada di PKB yang telah dibuat Jika karyawan
kampanye meninggal dunia dan masih dalam ikatan kerja dengan
perusahaan;

memberikan  extra voeding pada karyawan kampanye yang bekerja
ditempat berbahaya, segelas perhari (Kacang Hijau dan Susu Segar)

Pada dasamnya aturan mengenai hak dan kewajiban yang ditetapkan di PG

Kanigoro Madiun sudah sesuai dengan asas keadilan dan standart peraturan yang

berlaku serta dibuat dan dikemas sedemikian sistematis dengan memfungsikan
lembaga-lembaga yang ada.

Dalam hal kewajiban-kewajiban para pekerja dapat diketahui dari unsur-

unsur perjanjian kerja yaitu pada unsur work, service, dan time. Dalam perundang-
undangan, perihal kewajiban pekerja atau buruh, ketentuannya bisa dilihat pada
pasal 1603, 1603z, 1603b dan 1603¢c KUHPer yang pada prinsipnya dapat
dijabarkan sebagai berikut
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l. Buruh wajib melakukan pekerjaan

Bahwa pekerja dalam melaksanakan isi perjanjian kerja, yaitu
pekerjaan pada prinsipnya wajib dilakukan sendiri, tapi kurena alasan-
alasan tertentu ketentuan tersebut bisa dikesampingkan yaitu adanya alasan
serta sepengetahuan dan ijin dari majikan scbelumnya. Prinsip bahwa upah
tidak dibayar bila burub tidak melakukan pekerjaannya sekali lagi dapat
dikesampingkan. Pada praktek pelaksanaammya biasanya pihak pekerja
atau buruh yang membuat perjanjian kerja bisa menyuruh orang lain uatuk

menggantikan pekerjaannya atau meminta ijin pada majikan (Pasal 1603a
KUH Perdata.).

Pekerja wajib mentaati aturan dan petunjuk dari majikan

(A%}

Pekerja sewakiu  melakukan pekerjaannya, wajib mentaati
penintah-perintah yang diberikan oleh majikan (perusahaan), Aturan-aturan
yang wajib ditaati oleh buruh tersebut dapat dituangkan di dalam tata tertib
perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Pekerja diwajibkan
melakukan pekerjaan yang diperjanjikan dalamn perjanjian kerja menurut
kemampuan yang maksimal,

3. Kewajiban untuk membayar ganti rugi dan denda

Bila si pekerja atan buruh dalam melakukan pekerjaannya, akkibat
kesengajaan atau karena kelalaiannya sehinpga menimbulkan kerugian,
kerusakan, kehilangan atau lain kejadian  yang silamya tidak
menguntungkan pihak majikan, maka atas kejadian tersebut, nisiko yang
timbul menjadi tanggung jawab si pekerja. Ada suatu asas yang biasa
disebut “demnum in fura da tum” yang artinya perbuatan melanggar
hukum dapat menimbulkan ganti rugi, Sebaliknya jika kerugian itu timbul
di luar kemampuan pekerja (misal bencana alam) maka risikonya
ditanggung oleh perusahaan.

Untuk kewajiban dari pihak majikan, walaupun dalam melakukan
hubungan kerja, ada banyak kewajiban-kewajiban dari majikan yang harus
dilakukan, namun pemenuhan prestasi yang utama dalam suatn perjanjian kerja
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tersebut adalah kewajiban majikan untak membayar upah tepat pada waknmy_a

(Pasal 1602 KUHPerdata). Selain kewajiban utama, terdapat pula kewajiban lﬂi.!'l

yang harus dipenuhi diantaranya yaity ;

1.

sl

Kewajiban untuk memberikan istirahat tahunan

Dalam pasal 1602v KUHPerdata jo PP No 21 tahun 1954 temtang
Istirahat Tahunan Buruh, dalam ketentuan tersebut antara lain disebutkan
pihak majikan diwajibkan untuk mengatur pekerjaan sedemikian rupa,
sehingga disatu pihak hak cuti atau istirahat bisa diberikan secara teratur
dan di pihak lain jalannya produksi dari suatu perusahaan tidak terganggu.
Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan,

Dalam pasal 1602x KUHPerdata, ditentukan bahwa majikan wajib
mengurus perawatan dan pengobatan, jika si pekerja yang bertempat
tinggal padanya sakitkecelakaan. Walaupun demikian, bukan semua
penderitaan sakit pekerja menjadi tanggung jawab majikan karena jika
sakit yang diderita ataupun kecelakaan buruh tersebut karena perbuatan
yang disengaja atau karena perbuatan asusila, maka biaya perawatan dan
pengobatan tidak menjadi tanggung jawab perusahaan (majikan),
Kewajiban memberikan surat keterangan

Dalam pasal 1602a ayat 1 dan 2, ditentukan bahwa majikan wajib
memberikan surat keterangan yang dibubuhi tanggal dan tanda tangan
majikan. Surat keterangan tersebut haruslah berisi tentang sifat pekerjaan
yang dilakukan, lamanya hubungan kerja antara buruh dan majikan, Surat
keterangan tersebut diberikan jika hubungan kerja tersebut diakhiri atas
permintaan sendiri dari pekerja. Bermodalkan surat keterangan tersebut
pekerja dapat membuktikan atas pengalaman kerjanya, jabatan yang
pemnah diduduki dan keahlian-keahlian tertentu yang telah dimilikinya.
(Sumber : Koko Kosidin, 1999, Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan

dan Peraturan Perusahaan) .
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3.3 Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pada Pekerja Kampanye

Untuk mendapatkan suatu kondisi ketenangan dalam pekerjaan, tentunya
pekerja harus diberikan perlimdungan hukum agar dalam melakukan pekerjaannya
pekerja bisa memaksimalkan segala kemampuannya untuk mencapai tahap
maksimal dari produktifitas kerja dalam perusahaan, Bila suatu kondisi dimana
dikatakan perusahaan dalam kondisi surplus maka kesejaliteraan para pihak yang
terlibat dalam perusahaan tersebut bisa terjamin seiring denpan perkembangan
jaman,

Berkaitan dengan karyawan kampanye mengenai hal jaminan hukum
dalam kaitannya dengan perlindungan hukum, pihak perusahaan mendaftarkan
para pekerja kampanye menjadi peserta Jamsostek, yang mana ketentuannya
terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan undang-umdang no 3
tahun1992 serta PP No 14 tahun 1993. Selain itu adanya draft kontrak kampanye
yang ditandatangani oleh karyawan kampauye dari pihak perusahaan dengan
memberikan tindasan pada pihak Disnaker, merupakan alat bukti tertulis
(perjanjian tertulis yang sah menurut hukum positif), yang bisa dijadikan alat
perlindungan hukum untuk para karyawan kampanye jika dalam pelaksanaan
kerjanya nanti ada indikasi pemotongan hak-hak yang dinilikinya yang bisa
mengakibatkan kerugian pada pihak karyawan kampanye.

Bahwa dalam hal hohingan kerjs dengan segala akibat vang bisa
ditimbulkan, terutama hal yang disnggap merugikan pihak pekerja, maka ihalk
Disnaker membuka pintu lebar untuk menerima pengaduan mengenai apa yang
menjadi beban bagi pihak-pihak yang dirugikan, Selanjumya pihak Disnaker
khususnya Disnaker kabupaten Madiun akan menindaklanjutinya sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

Keberadaan SP-BUN PG Kanigoro Madiun sebenarnya merupakan
kesepakatan antara pihak perusahaan dan para pekerja, artinya SP-BUN ini diakui
keberadaannya oleh pihak perusahaan dimana SP-BUN ini dijadikan sebagai
lembaga yang sah untok memberikan perlindungan hukum mengenai kebebasan
berserikat dan berkumpul sesnai dengan, ULD 1945 Pasal 28. Keberadaan SP-
BLUN hisa digunakan untuk pam karyawan dalim wengadakan elass antion
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dalam menuntut hak-haknya di mata hukum. Diakui atau tidaknya untuk ukuran
seorang karyawan kampanye atau yang sederajat dengannya dalam urusan dengan
sebuah perusahaan tentunya menjadi satu beban yang berat baginya, tapi dengan
memanfaatkan keberadaan SP-BUN sebagai badan hukum yang sah dan diakui
maka perjuangan karyawan dalam menuntut haknya pada perusahaan jika terjadi
masalah bisa menjadi lebih ringan, Sesuai fakta mau tidak mau posisi karyawan
apalagi seorang karyawan kampanye dengan latar belakang yang dimiliki,
tentunya ftidak berfikir mendalam tentang keberadaan hukum, dia sudah
dipusingkan dengan pekerjaan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dengan
mengetahui kondisi seperti ini dituntut peran aktif dari Serikat Pekerja (S.P) yang
ada untuk melindungi kepentingan dan hak karyawan khususnya karyawan
kampanye. Sebab S.P merupakan badan hukum yang mempunyai kekayaan
sendin, ikutserta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat
digugat dan dapat pula menggugat di muka hakim.

Selain itu keberadaan Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri pertanian
dan menteri tenaga kerja RI No 821/Kpts/KP.640/12/1994 tgl 27 Desember 1994

Kep. 394/ MEN/1924

yang menentukan bahwa karyawan kampanye diikutkan dalam Tabungan
Asuransi Pesangon(TAP) pada PT (Persero) Asuransi Jiwasraya. Hal ini
menunjukkan kepedulian dari pihak perusahaan akan perlindungan kesejahteraan
karyawan kampanye. Hal ini dicantumkan dalam kontrak kerja kampanye disetiap
periode,

3.4 Penyelesaian Perselisihan Yang Terjadi Akibat Adanya Penyimpangan
Terhadap Kontrak Kerja Kampanye

Adanya hubungan kerja di sebuah perusahaan yang mempekerjakan
banyak orang tentunya rawan sekali timbul permasalahan perselisihan baik dalam
skala kecil ataupun besar. Jika permasalahan kecil mungkin bisa dengan mudah
diselesaikan tetapi jika permasalahan yang timbul merupakan permasalahan besar
maka ada peluang penyelesaian itu harus melalui jalur hukum, terutama jika pada
awal timbulnya hubungsn kerja itu ada koutrak kerjanya. Jika kontrak ke-ja
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tersebut dibuat secara tertulis maka secara hukwm, kontrak kerja tersebut dapat
digunakan sebagai alat bukti yang kuat untuk digunakan dasar utama cuna
menyelesaikan perselisihan tersebut.

Pernah terjadi perselisihan antara perusahaan dan para karyawan
kampanye mengenai kenaikan tunjangan hari vaya tetapi bisa diatasi dengan cara
kekeluargaan tanpa harus melibatkan aparat yang berwenang. Dalam kontrak kerja
yang dibuat secara tertulis antara pihak perusshaan dengan para karyawan
kampanye secara individu dijelaskan dalam pasal 9 ayat 1 “bahwa apabila dalam
kesepakatan kerja ini temyata ada hal-hal yang menytmpang dari ketentuan
peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, maka kedua belah pihak harus tunduk
pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PTPN
(Persero) dengan SP-BUN PTPN X1 (Persero) periode 2002-2003". Secara hukum
perjanjian kontrak kerja kampanye ini sudah mempunyai sifat tegas dan jelas.
Dalam pasal 9 ayat 2 menetapkan “bahwa ketentuan lain yang b2lum diatur dalam
kesepakatan kerja ini akan dilengkapi kemudian oleh pihak kesatu (perusahaan)
dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan ketenagal:erjaan
yang berlaku”,

Dalam hal penyelesaian perselisihan perburuhan di Indonesia pemerintah
sudah membuat dan menetapkan aturan-aturanmya. Yang disebut perselisihan
perburuhan itu ada dua hal yaitu :

1. perselisthan perburuhan perorangan mengenai pemutusan hubungan

kerja oleh majikan/perusahaan, yang diatur dalam undang-undang no
12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan
Swasta Beserta Peraturan Pelaksanaannya;

2. perselisihan perburuhan kolektif adalah perselisihan antara serikat
pekerja dengan majikan yang diatur dalam undang-undang no 22
tahun1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan .

Suatu perselisihan dalam hubungan kerja antara pengusaha dengan pihak
pekerja adalah merupakan suatu kejadian yang wajar, mengingat berbagai tipe dan
pola pikir manusia yang bekerja sebagai karyewan/buruh akan berhadapan dengan
kebijakan-kebijakan perusahaan dengan para stafnya yang mungkin oleh suatu
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pihak akan dirasakan sebagai aktifitas yang memuaskan dan dilain pilak akan
dirasakan scbagai aktifitas yang kurang atau tidak memunskan.

Di dalam berbagai masalah pokok yang terjadi pada hubungan kerju antara
pengusaha dengan karyawannya dalam suatu industri atau perusahaan pada
umumnya perselisihan itu disebabkan karena :

f—

. adanya sistem peraturan kerja yang kurang memuaskan,

2. adanya sistem pengupahan yang dirasakan kurang layaX;

3. adanya perintah-perintah kerja yang menyimpang dar ketentuan yang
berlaku;

4. adanya itikad yang kurang baik dan pengusaha dan atau dan pihak buruh
sendiri. '
(Sumber : Disnaker Kabupaten Madiun)

Perbuatan-perbuatan yang beritikad kurang batk semuanya akan dapat
menimbulkan perselisihan antara perusahaan dengan karyawannya, karcna
termasuk perbuatan-perbuatan yang bisa merusak keharmounisan hubungan kerja
hingga mampu menimbulkan pemutusan hubungan kegja. Dalam hal ini dengan
turun tangannya pihak serikat pekerja akan bisa diatasi terutama yang menyangkut
Kepenlingan para karyawan/pekerja. Penyelesaian perselisih antara perusahaan
dan karyawanmya dengan melibatkan serikat pekerja dinamakan penyelesaian
secara hipartit,

Permasalahan-permasalahan  yang  timbul  antara perusahaan  dan
karyawannya bisa menimbulkan akibat-akibat tertentu diantaranya :

1. Pemogokan kerja

Pemogokan kerja adalah tindakan yang dilakukan oleh karyawan

terhadap pengusaha dengan wjuan menekan pengusaha/perusahaan untuk
memenuhi tuntutannya atau sebagai tindakan solidaritas untuk teman
sekerja. Tindakan tersebut dapat berupa

berhenti bekerja secar bersama-sama sebagaian atau seluruhnya;

b. berhenti bekerja dengan mogok duduk secara bersama-sama (sit
down striking),

¢. memperlambat pekerjaan secara massal:,
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d. tindakan-tindakan massal wvang kesemuanya itu berakibat
merugikan produksi dan pengusaha.
2. Penutupan Perusahaan (Lock out)
Penutupan perusashaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh
pengusaha dengan tujuan untuk menckan buruh agar menerima
kebijaksanaan/ketetapan perusahaan dengan jalan antara lain
a. menolak burah bekerja sebagian atau selurubmya;
b. tindakan-tindakan lain yang berakibat sebagian besar burul tidak
dapat melakukan pekerjaannya.
Adanya penutupan perusahaan itu kebanyakan disebabkan karena adanya ;
a, indakan balasan pengusaha;
b. adanya jurang komunikasi antara buruh dan majikan;
C. perundingan mengalami jalan buntu:
d. rasa ketidakpuasan dan tindakan sepihak pengusaha terhadap para buruhnya.
Dengan adanya pemogokan dan penutupan perusahaan (Lock our) maka
akan mengakibatkan adanya :
i. buruh kehilangan nalkah selama melakukan pemogokan;
b. pengusaha mengalami gangguan target produksi yang mengariah kepada
kerugian;
C. parinership menjadi rusak;
d. masyarakat dan negara dirugikan, akibatnya perekonomian terganggu,
(Sumber : Disnaker Kab. Madiun)
- Cara Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Setiap perselisihan perburuhan termasuk yang terjadi terhadap para
karyawan kampanye pada dasarnya timbul akibat kepentingan pihak karyawan
begitu juga pihak majiken ingin dihormati, tanpa mau memperhatikan apakah
kepentingan karyawan atau buruh itu sesuai dengan laju perkembangan
masyarakal. Apabila didalam suatu perusahaan itq timbul perselisihan, maka
sebaiknya diselesaikan dengan menggunakan media musyawarah terlebih dahulu.
Hasil perundingan tersebut apabila telah disepakati bersama, dapat dipakai sebajzai
dasar penyusunan perjanjian perburuhan menurut syaral-syaral yang ditetapkan
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dalam undang-undang no. 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan. Tetap
bila perundingan tersebut oleh para pihak yang berselisih tidak dapat dicapai
kesesuaian  paham, sehingga menimbulkan  perschisihan, maka  terjadilah
pertentangan antara pengusaha dengan karyawan/scrikat pekerjanya.

Kalau terjadi perselisihan perburuhan maka ada beberapa cara sebagai

penyelesaian yang bisa dilakukan, yaitu ;

1. Penyelesaian melalui perundingan

Pada permulaannya, masing-masing pihak mengadakan perundingan dengan
jalan musyawarah untuk menyelesaitkan perselisihan. Apabila perundingan itu
berhasil mencapai perdamaian, maka hasil itu mempunyai kekuatan hukum
sebagai perjanjian perburuhan, namun kemungkinan pula perundingan tidak
berhasil maka perselisihan itu diteruskan kepada juru/dewan pemisah atau kepala
pegawai perburuhan.
1. Penyelesaian melalui dewan pemisah atau juru pemisah

Penyerahan perselisihan perburuhan kepada dewan/juru pemisah dilakukan
dengan syaral mengajukan sural perjanjian dihadapan pegawai atau panitia daerah
yang memuat hal-hal :

a. pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan yang akan diserahkan

kepada juru, atau dewan pemisah untuk diselesaikan:

b. nama pimpinan atau wakil serikat pekerja dan majikan serta tempat

dimana kedudukan mereka;

c. siapa yang ditunjuk menjadi juru pemisah atau dewan pemisah serta
tempat tinggalnya;

d. bahwa kedua belah pihak akan tunduk kepada putusan yang akan diambil
oleh juru penmisaly;

e. hal-hal yang perlu untuk melancarkan pemisah.
(Sumber : Disnaker Kabupaten Madiun)
Penyerahan kepada juru atau dewan pemisah atas kehendak mereka sendiri
atau atas jurusan dari pegawai atau panitia daerah yang memberikan perantaraan.
Penunjukan jurw/dewan pemisah dan tata cara pemisah atas peraturan kedua belah
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pihak yang dapat menunjuk juru atan dewan pemisah adalah pegawai panitia
daerah yang memberikan perantaraan.

Putusan juru atau dewan pemisah memuat

a. hal-hal vang termuat dalam surat perjanjian;

b. ikhtisar dan tuntutan, alasan dan penjelasan-penjelasan lebih tepat dari
kedua belah pihak;

¢. pertimbangan yang menjadi dasar putusan itu;

d. pokok putusan.

{ Sumber : Disnaker Kabupaten Madiun)

Putusan diben tanggal dibubuhi nama, tempat dimana putusan itu diambil
dan ditandatangani oleh juru pemisah atau anggota-anggota dewan pemisah.
Keputusan juru atau dewan disampaikan ke PAP ( Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuban Pusat) untuk disahkan. Dengan pengesahan putusan juru
atau dewan pemisah mempunyai kekuatan hukum sebagai putusan P4P. Putusan
juru atau dewan pemisah sesudah disahkan P4P, jika perlu untk dilaksanakan
dapat dimintakan fiat executif dari pengadilan negeri yang daerah hukummya
meliputi tempat kedudukan pihak terhadap siapa putusan itu akan dijadikan,
Setelah dinyatakan dapat dijalankan, maka putusan itu dilaksanakan menurut
aturan-aturan yang biasa untuk menjalankan suatu putusan perdata.

Putusan juru atau dewan pemisah yang dimintakan pengesahan P4P dapat
ditolak jika .

a. termyata putusan tadi melampaui kekuasaan dewan pemisah;

b. di dalamnya terdapat hal-hal yang menunjukkan itikad buruk;

c. di dalamnya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang
tentang ketertiban umum atau dengan kesusilaan.

(Sumber : Disnaker Kabupaten Madiun)

Jadi apapun akibat-akibal penoclakan yang diakui oleh panitia pusat
terhadap putusan jurn atau dewan pemisah tidak dapat dimintakan pemeriksaan
ulang. Kepada pihak yang tidak tunduk pada putusan juru atau dewan pemisah
vang telah disahkan oleh P4P diancam dengan hukuman pidana selama-lamanya 3
(tiga) bulan kurungan atau denda sekurang-kurangnya Rp 10 000 -
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3. Penyelesaian perselisihan melalui pegawai perburuhan

Dalam hal ini kedua belah pihak atau salah satu pihak dapat
memberitahukan secara tertulis kepada pegawai tersebut, Pegawai yang dimaksud
adalah pagawai Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh menteri
untok memberikan perantaraannya dalam perselisthan perburchan, Pemberitahuan
ini dipandang sebagai permintaan kepada pegawai untuk memberi perantaraan
guna mencari penjelasan dalam perselisihan perburuhan.

Pegawai tersebut sesudah menerima pemberitalan laly mengadakan
penyelidikan tentang duduk perkara dan sebab-sebabuya, selambat-lambatoya
dalam waktu 7 (tujuh) hari pegawai mengadakan perantaraan menurul cara dan
ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi P4D, vaitu mengadakan perundingan
dengan pihak-pihak yang berhasii dan mengusahakan semta memimpin
perundingan antara pihak-pihak kearah pencapaian penyelesaian secara damai,

Persetujuan  yang tercapai karena perundingan-perundingan dengan
diperantarai pegawai mempunyai kekuatan hukum sebagai perjanjian perburuhan,
Jika pegawai berpendapat bahwa suatu perselisihan tidak dapat diselesaikan
dengan perantaraannya, maka oleh pegawai yang bersangkutan segera diserahkan
kepada panitia daerah dengan memberitahukan kepada pihak-pihak yang
berselisih.

4. Penyclesaian perselisihan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Daerah (P4D)

Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut PAD memberikan
semacam jawaban vang bersifat pemberitahuan, Apabila P4D tidak berhasil
mengadakan penyelesaian dengan persetujuan bersama, maka P4D dapat
mengambil keputusan berupa anjuran dan keputusan yang mengikat,

P4D dalam menyelesaikan perselisihan perburuban dengan mengingat
hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, keadilan dan kepentingan negara.

Putusan P4D yang bersifat mengikat, kecuali bila putusan ity mengenai
soal-soal yang khusus bersifat lokal, yang ditentukan oleh panitia pusat dalam 14
hari setelah putusan itu diambil salah satu pihak yang berselisth dapat memintakan
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pemeriksaan ulang pada P4P. Soal-soal khusus yang tidak bersifat iokal
ditentukan oleh panitia pusal itu diantaranya :
a. soal yang meliputi lebih dari satu wilayah panitia daerah;
b. perselisihan mengenai perjanjian perburuhan atau wpah di perusahaan
perkebunan,
¢c. perselisihan mengenai pemberhentian secara massal (lebih dan 9 orang
pekerja).
d. perselisihan mengenai pemberitahuan/perubahan peraturan
pensiun/jaminan har tua dan jaminan sakit;
e. semua putusan panitia daerah yang bertentangan dengan undang-undang
atau bertentangan dengan perpjanjian perburuhan yang berlaku.

(Sumber : Disnaker Kabupaten Madiun)

5. Penyelesaian perselisihan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan tingkat Pusat (P4P)

Panitia penvelesaian perselisihan perburuhan pusat selain menerima
pemeriksaan ulang, juga dapat menarik suatu perselisihan perburuban dari tangan
pegawai atan PAD, untuk diselesaikan apabila perselisihan perburuhan it dapat
membahayakan kepentingan negara atau kepentingan umum,

Permintaan pemeriksaan ulang dinyatakan pada Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Dacrah (P4D) vang bersangkutan, dan mencatat dalam
daftar vang disediakan umuk itu dan melanjutkannya ke P4P disertai surat-surat
yang berhubungan dengan perkaranya. Putusan panitia pusat bersifat mengikat
dan dapat dilaksanakan 14 (empat belas) hari setelah putusan diambil. Jika perlu
untuk melaksanakan suatu putusan panitia pusat yang bersifat mengikat, maka
oleh pihak yang bersangkutan dapat memintakan kepada pengadilan negeri yang
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan pihak terhadap siapa putusan itu
dinyatakan dapat dilaksanakan, Dalam prakiek, sifat eksekusi dari pengadilan
negeri dirasakan berat oleh pithak buruh karena dapat memperlambat pelaksanaan
putusan P4D maupun PAP dan juga memerlukan biaya yang besar menurut ukuran
seorang karyawan atan burub.
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6. Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Melalui Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat menunda atau membatalkan
putusan P4P apabila hal itu dianggap perlu untuk memeithara ketertiban umum
serta melindungi kepentingan ncgara.

Akibat penundaan atau pembatalan diatur tersendiri dalam surat keputusan
menteri tersebut. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan hak dan
menteri tenaga kerja dan transmigrasi yaitu sebagai berikut :

|. pembatalan atau penundaan pelaksanaan itu untuk memelihara ketertiban

umum serta melindungi kepentingan negara;.

2. pembatalan atau penundaan pelaksanaan harus didahului oleh perundingan

dengan menteri-menteri yang mempunyai staf sebagai wakil dalam PAP,

3. hak ini dipergunakan dalam waktu 14 (empal belas) han sesudah

penanggalan keputusan P4P.
(Sumber : Disnaker Kabupaten Madiun)

7. Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Berdasarkan Hubungan Industrial
Pancasila.

Pada dasarnya hubungan industrialhubungan perburuhan antara buruh
dengan pengusaha terjadi setelah diadakan perjanjian perburuhan dimana pihak
buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja dengan menerima upah serta
pengusaha/perusahaan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh
dengan membayar upah.

Perjanjian perburuhan dapat berjalan sesuai dengan konitrak kerjanya jika
dalam perjanjian perburuban diberlakukan pula asas “good faith” (itikat baik),
Jika dilihat lebih jauh lagi, maka perjanjian perburuhan itu menempatkan buruh
pada posisi vang lemah dihadapan perusahaan, maksudnya karyawan itu
kedudukannya ada dibawah perintah dan wewenang pihak lain. Hubungan
perburuhan antara buruh dan pengusaha yang telah ditetapkan dalam perjanjian
perburuhan harus diwujudkan secara nyata, keserasian hubungan dan perjanjian
perburuhan itu harus menetapkan apa yang terjadi tentang hak dan kewajiban bagi
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masing-masing pihak secara musyawarah untuk mufakat. Atas dasar itu menurut
peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi nomor 02/Men/1978
tentang Peraturan Perusahaan dan Perundingan Pembuatan Perjanjian Perburuban
menentukan, bahwa tiap perusahaan yang memperkerjakan 25 (dua puluh lima)
orang karyawan atau lebih, wajib melaksanakan peraturan perburuhan. Cara
pembuatannya itu harus didahului dengan konsultasi dengan karyawan-
karyawannya dengan diawasi oleh pegawai dari Direktorat Jendral Perlindungan
dan Perawatan Tenaga Kerja.

Perjanjian perburuban it merupakan hasil perundingan antara pihak
karyawan dengan perusahaan sehingga isinya mendekati dari kemauan mereka
masing-masing, namun berdasarkan perkembangan yang terjadi sebagai akibat
berbenturannya kepentingan antara mereka, maka timbulnya perselisihan antara
karyawan dengan perusahaan kadang tidak bisa dihindari. Dalam perselisihan
perburuhan, perlu adanya suatu lembaga vang berwenang dan merdeka dalam
menangani permasalahan itu, Tentang penyelesaian perselisihan perburuhan di
Indonesia telah memiliki aturan yang berupa undang-undang no. 22 tahun 1957
yang memuat pula tentang lembaga-lembaga yang berwenang untuk
menyelesaikan perselisihan perburuhan. Penyelesaian perselisihan perburuhan
dengan menggunakan lembaga-lembaga yang diatur dalam undang-undang no. 22
tahun 1957 dirasakan terlalu memberatkan pihak karyawan terutama dari segi
waktu dan biaya.

Sebelum ada peraturan untuk penataan kembali pengetrapan dari asas
industial pancasila, maka perlu kiranya lembaga-lembaga penyelesaian
perselisihan perburuhan yang ada sekarang menurut undanz-undang no. 22 tahun
1957 masih dapat dipertahankan, karena didalamnya mengandung pnnmp—pnnsup
& adanya bipartit dan tripartit;

b. yang menjadi salah satu pihak dalam perselisihan adalah serikat pekerja;

C. ada asas musyawarah, perantara, arbitrasi, maupun unsur peradilan dan adanya

kemungkinan banding;
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d. ada pula ketentuan bahwa putusan-putusan supaya diusahakan dengan
menimbang sesuatu dengan hukum perjanjian yang ada, kebiasaan-kebiasaan
dan mempertimbangkan kondisi negara.

(Sumber : Disnaker RI direktorat pembinaan hubungan industrial dan
pengawasan ketenagakerjaan, 1994, Pedoman Pelaksanaan HIP)
Pada saat sekarang i ditengah kehidupan bangsa yang sedang dalam

perjuangan untuk kelvar dari krisis multi dimensional, dengan kembali
membangun disegala bidang yang mana hal itu haruslah dijiwai oleh nilai-nilai
luhur yang terkandung dalam pancasila, maka masalah ketenaga kerjaan
merupakan masalah yang rawan dalam terciptanya stabilitas nasional. Penanganan
terhadap timbulnya perselisihan perburuhan perlu pemecahan bersama secara
tuntas, sektoral dan menyeluruh oleh pemerintah, terutama aparat tenaga kerja
maupun oleh lembaga-lembaga yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan alau
perburuhan tripartit (buruh, pengusaha, pemerintah), sebab menyangkut berbagai
sektor, seperti keamanan, kesejahteraan masyarakat, demokrasi dan keadilan
sosial.

Setiap perselisihan perburuhan yang timbul dapat diselesaikan dengan
baik, jika lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikan parselisihan
perburuhan itu (PAD dan atau P4P) di dalam setiap putusannya harus
mencerminkan nilai-nilai pancasila, sehingga setiap putusan dapat memberikan
kepuasan bagi para pihak yang berselisih. Lembaga-lembaga ini harus mampu
untuk mengadakan pendekatan-pendekatan sebelum mengambil putusan yang
~ berdasarkan pada asas kemanusiaan yang adil dan beradap, Lembaga-lembaga
yang bertugas untuk melakukan penyelesaian perselisihan ini harus kuat dan
berwibawa dan harus tetap berpegang pada asas tripartit serta proses
penyelesaiannya harus dilaksanakan secara cepat, tepat, adil dan merata.

Sampal sekarang eksistensi dari P4D dan P4P masil diakui dan berlaky
sebagal lembaga yang berwenang umtuk menyelesaikan perselisihan perburuhan,
maka masalah perselisihan perburuhan berada dalam ruang lingkup hukum khusus
(byzondere rechisfeer), karena kewibawaan lembaga penyelesaian ]]E:l'st-llbfﬂﬁﬂ
perburuhan perlu ditingkatkan, sehingga diharapkan hasil putusan leagbagﬂ ini
dapat menciptakan ketentraman dan ketenangan bagi pihak- pﬂwk_ymhmsehsth
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serta tidak akan menimbulkan dampak yang negatif bagi terciptanya stabilitas
nasional dan suksesnya pembangunan setelah dibajar krisis multidimensional
secara berkepanjangan,

Penyelesaian perselisihan perburuhan yang dilaksanakan oleh lembaga
panitia penyelesaian perselisinan perburuhan adalah merapakan upaya terakhir
dalam penyelesaian perselisihan perburuhan scsuai dengan prosedur yang diatur
dalam undang-umdang no. 22 talum 1957 (pasal 2) yaitu bahwa penyelesaian
perselisihan perburuhan ini harus diselesatkan oleh pihak-pihak yang berselisih
sendiri secara musyawarah untuk mencapal mufakat. Kalau para pihak para pihak
yang berselisih itu gagal dalam bermusyawarah untuk mencapai mufakat maka
mereka dapat menggunakan jasa arbitrase sukarela (pasal 19). Bisa juga minta
perantaraan pegawai perantara di kantor direktorat jendral pembinaan dan
perlindungan tenaga kerja setempat (pasal 3) dan apabila pzgawai perantara itupun
gagal barulah perselisihan itu diserahkan kepada lembaga penyelesaian
perselisihan perburuhan (pasal 4). Lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan
mi dalam kewenangannya untuk menyelesaikan perselisihanmya harus mampu
mewujudkan penyelesaian yang adil, tepat dan terarah yang merupakan bagian
yang tidak dapat terpisahkan dalam rangka pelaksanaan falsalsh hubungan
industrial pancasila.

Di P.G Kanigoro Madiun tetap wmengedepankan prinsip-prinsip
kekeluargaan (musyawarah) untuk menyelesaikan perselihan yang terjadi antara
pihak pekerja dengan perusahaan, sebab dengan menggunakan cara vang
berprinsip  kekeluargaan bisa menekan biava vyang dikeluarkan dalam
menyelesaikan perselisihan tersebut. Selanjutnya cara tersebut juga bisa menjaga
kewibawaan perysahaan tetbadap lingkungan sekitarnya, tapi jika ternyata cara-
cara yang berprinsip kekeluargaan itu tidak bisa menyelesaikan perselisihan kedua
belah pihak telah sepakal untuk menyelesaikan perselisithan tersebut sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
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BAB IV
KESIMPULAN & SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan scbagai berikut :
| Proses pembuatan kontrak kerja kampanye di P.G Kanigoro Madiun, terlebih
dahulu diadakan pemanggilan terhadap pekerja kampanye lalu  dites
kesehatannya, setelah lulus mereka menandatangani kontrak yang sudah
disiapkan oleh perusahaan, kemudian mendapatkan pengarahan.
Hak dan kewajiban para pihak bersifat saling berlawanan, artinya yang
menjadi hak bagi pekerja kampanye merupakan kewajiban bagi pihak

[

perusahaan P.G Kanigoro Madiun, begitu juga sebaliknya. Hak dan kewajiban
para pihak tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2002-
2003 pasal 18, diantaranya berisi yaitu bekerja dengan jujur, tertib, hemat dan
bersemangat untuk kepentingan perusahaan, menciptakan dan memelihara
supsana kerja yang baik, mentaati perintah kedinasan dari atasan yang
berwenang.

Kewajiban P.G Kanigoro Madiun pada karyawan kampanye dantaranya yaitu
memberikan gaji sesuai dengan kelemtuan yang berlaky, memberkan
perawatan kesehatan pada karyawan kampanye dan batihnya selama kontrak
kerja masih berlaku, memberikan uang pesangon pada karyawan kampanye
jika telah sclesai masa kerjanya.

3. Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja kamparnye yang diberikan oleh
perusahaan adalah dengan mendafiarkan para pekerja kampanye dalam
program jaminan sosial tenaga kerja. Selanjutnya pihak Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Madiun memberikan jaminan keterbukaan instansi  dalam
menerima pengaduan-pengaduan terhadap adanya penyimpangan peraturan
ketenaga kerjaan vang lerjadi dan akan menindak tegas sesuai dengan
peraturan yang berlaku,

3. Musyawarah antara kedua belah pihak menjadi prioritas penyelesaian
perselisinan akibat adanya penymmpangan terhadap kontrak kerja kampanye,

@ Wik UPT Pompugtafgy
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apabila jalan musyawarah menemui jalan buntu kedua belah pihak akan

menggunakan bantuan lembaga Jain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.2 Saran

I

Lad

Berdasarkan uraian skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran, yaitu :
Dalam pembuatan mateni kontrak  kerja kampanye  sebaiknya digunakan
susunan kalimat dan pemilihan kata yang mudah dimengerti dan dipahami
oleh para pekena kampanye, mengngat kﬂhmiyakﬂn dari pekerja kampanye
berlatar pendidikan rendah. '

Perlunya dipertahankan kondisi yang sudah bagus mengenal pembagian hak
dan kewajiban antara para pekerja kampanye dan pihak perusahaan.

Perlunya peran aktif yang lebih dari pemerintah yang memberkan bentuk-
bentuk perlindungan hukum baik itu berupa pengawasan langsung di lapangan
maupun pengawasan dibidang admimistrasi terhadap para pekerja kampanye
supaya terhindar dari hal-hal yang bersifat eksploitasi.

. Perlunya pengenalan penggunaan darl lembaga-lembaga yang menyelesaikan .

perselisihan perburuhan pada pekerja kampanye. Hal ini bisa dilakukan oleh
SP-BUN setempat dengan dukungan perusahaan
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SKEMA PROSES

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
MENURUT UU No : 22 TAHUN 1957

MEMTER}
Tenagn Kerja dan transiigrasi

Penyelesaian oleh

4
= Penjelasan olel
P4 PUSAT
£
Pengesahin Dapat memirik Banding
Penolakun Porsculin(Ps 11 Ps 11 uyal
Ps 19 fyt 3) (11
Ayal 4
iy
Penyelesaion oleh |
P4-Daerah

Pihak-pihak dapat di-

JURL/DEWAN
PEMISAH

anjurkan {Ps 19 ayat (1)
Pihak-pihak dapal dianjur

1‘

FPulusan
Mengikat
Dapal Ps. 19
diserah- ayat (4)
kan
{Ps, 19
ayat (1})

kan({Ps 19 ayal (1))

2
Penyelesaian oleh

Dapat ditunday
Moambainlkiin -
(s, 17 ayal (1))

Putusan menpilal
Tika Menleri tidak
menndifimenalik (Fs 13)

Putusan ditolak banding
Ps. 11 ayat (1)

Futusan anjuran/mengikal
(Ps. 8 ayat (2) dan (3)

PIHAK-PIHAE

.|  PEGAWAIL ] Anjuran
PERANTARA P54 aval (1) yo. P& 7 ayat (2))
Buniu
diserah- PEMGADILAN PENGADILAN
kan NEGERI MEGERI
(Ps. 3) JAKARTA PUSAT SETIEMPAT
o Eksekusi Eksekysi
| ) Ps. 16 aval (1) Ps 10
Penyelesninn oleh ayal (2))

Keanggotpan P-4 Daerah dan P~ Pusat adaloh aparal yailu
-3 orang wakil Pemerintah
-5 arang Wakil Burgh
-5 orang Wakil Pangusaha
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/u:tﬂm\ DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
(X" ) UNIVERSITAS JEMBER

%é / FAKULTAS HUKUM

%i‘ﬁ_—ﬁ:’/ Il Ka’-mtantg ?;3};?1;123_;3?511?;?12\?% P?I; ﬁf;;ﬂbar 88171

Nomor 5631 [125.1.1/PF.9%0n02 lember, 7 November 2692

Lampiran =

Perihal : RONSULTASI]

Yth, Diresei “TPM o[ ( Jersuro )
Jle “arak ln,1 surabaya

-
A

Purabayna-

Dekan Fakullas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat

manghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa |
Mama ¢ guoene wiljansrin

N C 98 - 103

Trogrem BT Mouwibilum

Alarmat Palle dawa T[540 lanber

Keperluan ! Konsultasi tentang Masalah* Analian furidis 2isbem ¢
Porja Razpanys M Sphrik Gula Hanigsors e,

Hasil konsultasi in digunakan untuk melengkapl bahan penvusunan

Shkripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Delan,

+ 130 BOB 985
Tembusan K epada
;1

- th;, hersangltutan
|“‘ :
& Arsip

ON PIUS, S.H,, 5.U.
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASTONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

T, Kalimasan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pas & Jember G812 -
& (0331 335462 - 330482 Fax, 330482

Mooy
Lainpivan
Merihal

5138 /125.1.1/PP.0/ 2002 tember, 28 September 2002

F KONSULTASI

vy, Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja
Madiun
di =
Madiun.

Dekan Fakullas Hukum Universites Tember bersama ini dengan hormat

menghadaplkan kepada Saudara seorang miahasiswa !

¥Mama . Guntur Wijanarko
v . 980710101103
Degersm S 1 Hmu Hukum

Abgierars . J1, Jawa IL.c/2 Jember

Keperiuan ' Keonsultas) tentang Mazalah " Sistea Kontrak Kerja Kam -
panye di Pabbrik Gula {anigoro Madiun,"

Hasil konsultagi ini digunakan untul metengkapt bahan penyusunan
Shripsi.

Atas bantusn dan keriasama yang haik kami ucapkan terimakasih.

Drsleait,

NIP, 130 808 QEEZ

Tembusan Kepada |

1

X Kejur, Perdata,=-

* Yth Ketua Gagian

o YVanp harsanﬂ%'.utan

lI:I.I
A Arsip
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PTPN X1 PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)

Nomor : AC-Rupa?2 321 Surabaya, 8 November 2002

Yth. DEKANFAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
JI. Kalimantan No.37 Kampus Tegal Boto - Jember

LIN PENELITEN

Berdasarkan surat Saudara nomer * 5631/J25 1 /PP 8/2002 tanggal 7 November 2002 hal

Konsultasi, dengan inl diberitahukan Direksi PT Perkebunan Nusantara X| (Persero) member|
lJin kepadza ¢

GUNTUR WIJANARKO - NIl : 98 - 103

Mahasiswa tahap sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember untuk melaksanalkan penelitian
di PG Kanigoro, Madiun - PT Perkebunan Nusantara X| (Perszro) dengan judul : "Qnaliss
Yuridis Sistem Kontiak Kerja Kampanye di Pabnk Gula Kanigoro - Madiun®,

Adapun ketentuan-ketentuan yang harus ditaati adatah sebagai berikut :

1. Waktu yang diberikan untuk melaksanakan penelitian adalah mulaj tanggal 18 November
$.d. 18 Desember 2002

Pemondokan untuk mahasiswa tidak disediakan oleh PG Kanigora. b

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan tersebut tidak menjadi tanggungan PG Kanigoro.

Mahasiswa yang bersangkutan lidak diperkenankan mengambil data yang berhubungan

dengan keuangan

Mahasiswa yang bersangkutan harus mentaati semua peraturan dan tata tertib yang

beriaku di PG Kanigoro, '

6. Setelah selesai melaksanakan peneliian selambat-lambatnya 2 (dua) bulan mahasiswa
yang bersangkutan wajib mengirimkan ringkasan hasil penelitian yang telah diketahui oleh
Administratur PG Kanigoro serta disahkan oleh Pembimbing kepada PT Perkebunan

Nusantara X| (Persero) dalam hal ini ke Bagian Sumber Daya Manusia, Jalan Merak
nomor 1, Surat sya,

2w

in

Demikian untuk perhaliannya,

ERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)

R PIATMO SOETEDJIO, Ah.T

Dlercktor
Tindasan

- Administratur PG Kanigoro

Pin'halfng,

Jalan Merak 1, Surabaya - 60175 Telp. (031) 3524595 { 4 Saluran)
Faks. (031) 3532525, 3522992 Tromolpos 820

E-Mail Address ; ptpnl 1 @surabaya. wasantars.net.id

{.
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PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JL. URIP SUMOHARJO NO. 306 B TELEPON (0351) 464088, 465006
MADIUN - 63129

SURAT - KETERANGAN
NO. 106/1635/402.116/2002.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Madiun menerangkan bahwa :

Nama :  GUNTUR WHANARKO.
Fakultas +  Hukum,
Perguruan Tinggi :  Universitas Jember

JI. Kalimantan No. 37 Jember.

telah mengadakan / melaksanakan penelitian / survay pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Madiun mulai tanggal 5 Nopember 2002 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2002
selama 1 ( satu ) minggu sebagai bahan untuk menyusun skripsi dengan judul * Analisa Yuridis
Sistim Kontrak Kerja Kampanye di PG. Kanigoro Madiun * dengan baik.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Madiun, 18 Nopember 2002.
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PEMERINTAH KABUPATEN-MADIUN

£ BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASY ARAKAT

JALAN ALUN- ALUN UTARA NO. 4 ® (0351) 451295
MADIUN (63121)

Madiun, 5 Nopember 2002

lomor : 07272089 1 402.202 / 2002 Kepada
ifat :  Segera Yth. Sdr. 1. Adm. PG Kanigoro
Ampiran ! - 2. Kepala Disnakertras Kab.Madiun
erihal :  Mencari Data Di -
_MADIUN
Berdasarkan Surat dari Deken Fakultas Hukum Universitas Jember
Tanggal i 24 September 2002
Nomor : 5138/ 125.1.1/PP.9/ 2002

Setelah diadakan berbagai pertimbangan, maka Jengan ini menyctakan

tidak keberatan untuk melakukan Survey / Riset di Wilayah / Kantor / Instansi

saudara oleh ;

Nama 1 GUNTUR WLIARNARKO

Pekerjaan / Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Jember

Alamat :  Jin. Kalimantan 37 Jember

Tema / Acara ,  “SISTEM KONTRAK KIERJA KAMPANYE DI
PABRIK GULA KANIGORO MADIUN “.

Lama Survey / Riset ¢ 1 (satu) minggu terhitung tanggal surat dikeluarkan.

Peserta ¢ 1 orang

Lokasi Survey/ Riset  : Kabupaten Madiun

Selama Survey / Riset yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan-

ketentuan sebagai berikut ;

a.

eRpT

L]

Seteolah tiba ditempat / lokasi wajib melaporkan maksud kedatangannya kepada
wilayah / kantor / Instansi yang dituju.

Mentaati segala peraturan yang berlaku,

Menjags keamanan dan ketertiban.

Tidak menimbulkan keresahan Masyarakat.

Sotelah sclesai melakukan Survey / Riset wajib melaporakan kepada Kopala
Wilayah Kantor / Instansi tempat melakkukan Survey / Riset.

Surat Rekomendasi ini akan dicabut / dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila
pemegang surat ternyata tidak memenuhi ketentuan diatas,

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas bantuannya disampaikan terima kasih

Tembusan:

Yth.1.Bp. Bupatt Madiun (scbagal laporan)
2, 8dr. Dan Dim 0803 Madiun

Kapolres Madiun,

4, Sdr, Sekretariat Kesbang dan Linmas,

3, 8dr.

KESBANG DAN LINMAS

5. Petugas Survey
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KESEPARKATAN KR Wool ) TERTENTU KARY AWAN KAMPANYL
MUSIMYEDANG | GILING TABUN 2002

e e e LTI
T = T e L R e T G e e el

Nomo: @ XX-KONTR/02. Q0.

YVang bertanda tangan dibawal jni |

!

Nam s Cr D YUSMAN PO

Jabatan ' | Administratur

Ferusalan ¢ PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Keamnigoro
Alwmul ! , ¢ dmiun Kapten Tendoun 24 Muodiun

T felaniutnya disebut Pihak esaiu, i

4. Karyawan yang namanya tereantum dibawah ini
Jempol, yung selunjulnys 4 sebut Pilak Kodus,

Menyatakan, bahwa baik Pihak Kesats mau

-

, telah, membubuhi tanda tangan atau cap

pun Pihak Kedua bersepakat untuk melaksanakan

ketentuan=ketentuan dibawah ini, sebagai berikut -

(1)

(2)

M
)
£3)

 Pihak Kedua vang (el bekaria penull selama musim Teb:

Pagal 1
- STATUS HUBUNGAN KERJA ke
Pihak Kedua bersedia bekaria kepada Pihak Kesatu selama musim Tebang/Giling “1'ahun
2002, '

Keecpakatan kerja wakiu tertenio ind berlaku selama + sam musim ailing fahon 2002,
dimulei sejub dinyatshun mola wbng oleh Piluk Kosulu sarnpai borukhimyu pokerjuan
Musim Tebang/Giling Tahun 2002 vang pengakhirannya dinyatakan-eleh Pihak Kesatu
AU WOk e o walil i 0 Vak, = Tty i berakhiv, : S

: Giling Tahun 2002 dan
memenuki peryaraten pencrimaza yang ditentuksn oleh Pihal: Kosatu akasn diber
prioritas peitama until dinsksjakan kenbal pada musim T i:bangr'ﬁimig berikutnya, bila
formasinya masth memue Jidrlan dan konduitenya dinilat bail,

ifink Kedua yeng diputuskan hubusean ketjanya olch Tihak Kesat karcnn melakukan

pelangparan tals ferlib Perucahioan, tidal akan diberi kesempalan ontuk Kembali Lelesia
pada musim Tebang/Giling berilumya.

rusai 2

ng muka guil musing-maging sebussar Rp, 45.000,-
pada saat menyetnlan hersedia hekerja pada Pihak Kesar sepern daftar terlarapir,

Unng muka di ayat (1) skan ditembalikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesato secara

mengangsur/mencicl dan harus lunss pada saat musim Tebang/Giling 'dinyatakan
berakdr,

DPdhak Kedus menerima pinjaman ug

Fusal 3 '

Pihak Kedua akan dibayar upabnya oleh Pihak Kesatu secara Bulanan herdasarkan
Petjingian Kerja Bersauna (PKE) antara PT Perkebunan Nusantara X1 (Persero) dengan
Serikat Pekerju Perkebunan PT Perkebunan Nusantars XT (Persero) periode 2002 - 2003,
Disamping upah & ayat (1) Dilak Kedua berhak menerima syvarat-syarat Lerja
lainnya/santunan sosial dan perabesian premd untuk macam pekerjaan fertenty,
Ketentuan-ketenbuen di svat 1) dan (2) dilampickan pada Kesepalatan Ketja inl.

; Posal 4 .

WARTU KTRIA

Regu ! Shift s PR
Piliak Krecnz berdidie bokeamn AT g1 (o
Jam kezja di syar (1) terdin aat 3 Loga ¢ shatt:

Jam Kerja zesard <0itt. pees i dm kera diitung sama untuk shift pag, siang dan
malam sebanves Tns vl e 40w omunesy,

hari dan 56 Jam senunapu.
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Triluar Regu / Shifl
(4) hak Kodua borscdia bokerin lobih dasl 7 jam ssiued dan 40 jom semingen,

{31 [Kelebihan fam kerja baik yang didalam regwShitt maupun yang dilwar reguw/shitt di ayat
(1) dan (3), merupalan Xeérjn lembur don perhitongan upah lambumys menglon
persyaratan dalum ijin keris lembur yang dikeluarkan olch DETNAKELR TUSAT o
Pejanjian Beyja Heovama (PE) Perods 2002 - 2003,

Pasal & ;

Apabua Pihak Kedun mendupst ecelakaan yang Totadi berhubung dengan hubungn ;»:;nn,
maka Phak Kedus berhak mendapat Tunjangan Kecelulaun sesust dengn kutentuan-helentisin
dalam Undang-Unidang e, 3 wmhun 1992 temang Tnmminan Sesfal Tenagn  Kerja
UAMBUSTRE) jo Peratoran Pemernualy KU Mo, 14 talon 1993 feniang Pewyelenoaarian
Program JAMEOSTEK dan Peraturan Menterd Tenaga Kerfa RI No, PER-0S/MEN/1853
rentang Penguk Tehniz Pendoftaran Kepesertnan, Fembmyaran Tupan, Pembayaran Suntuanin
dan Peloyann JAMSOSTER,

: Pasul G
Derdasarkan Surat Keputusan Bergarms (SKB) Menerd Pertanian dan Menteri Tenaga Kerda 11
No. 221 HKplyKP 640/12/1994  tangsal 27 Dusember 1994, Fihak Kedus dilkul sectshan -
Kep.394MEN/ 994 - _ _
program Tabungan Asuraast Pesangon (TAP) pada PT (Fersery) Asuransi Jiwasraya;
Posal 7

{1} Pihak Kedua akan menaati ketentuan-ketennin ying bedaku di Pervsahaan/Pabrik Guly _

Kaniguro Wrmsuk mentaal segala perintib atasanmvie vans berfndak sas Jusss Pl

Fegst,. .
{2) Kelenan-kstenman 6 avar {13 20d'0 taa tarib/disiplin kerfa diengkapl 'pulﬂ donoan
sanisi-santisiny: yang dilampirkan pada Yesepakaran Farja ini.
; Tasnl 8
Bilamana™teriadl perselisihan mengenai pelakeanaan Kesepakatan Keria Inf, maka kedua
belsh pihak bersepakst unteh mints bantuan atau jess-jesa baily dari Kantor Departemen
Tenagy Kurja setempal sesua: dengan ketentuan yang pertaku bagl LUMN (Perssro) |
Pagal 9
(1) Apabila dalom Kesopakatan Ketfa ini tormysts ady had-hal yang menyimpang das
- ketentuan Persluran Poundanpan ¥atenuey Kerjuan vang berlaku, maka kedus belah
pibak harus tunduk kepadn kewnmem-keieran dalam Perjaniion Kerja Bersoma (FKB)
antary PT Perkebinan Nusantara (Peresro) dengan Serikat Peleria Perkebunan BT
Perkobunan Nusantura NI (Persero) periode 2002 - 2003, '
Ketenman Jain yang helum dianae dalam Kesepakatan Kerls Il akan dilengkapi kemadian

oleh Pluwk Kesato dongan berpeduing bopada Eetenpuan Perataran  Pernudangan
Foetenara Kerhuan yang berlaku,

)

~
o
r

Demikian keseoakatan keris il dibuar gan ditanda-Tancand olzh kedua belah olhak dalar
keadaan sadar, sehat jasmani dan rokhani tanpa adamys paksaan dast manapun,

Mladng

_ PIHAK KESATU -
FIPLEREDUNAN NUSANTARA X1 (FLRSIIRD)
PABRIV GULA KAMIGORO !

: 0 P, _J
4 vﬂ- OL AN Tl i, el

N a0 TR Kl VAR ANT )
BAG, AK.E.D. ; Chipaten Mol o

g Fau % 'ﬁ{"r-;';]"mll-%lr;lzll'ﬂim

—rag

l

we . “Poomia L
..-I MTLD srtines as s
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LAMPIRAN 111 YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (3) PKD 2002-2003
' | o

l.

KESEPAKATAN KERJA BERSAMA TAHUN 2002 - 2003
KARYAWAN KAMPANY £

Pasal 1

“Hubungnn dan Syarat-Syarat Kerja Karyawan Kampanye Pabrik Gula

Pengertian dan Hubungan Kerja

Karyawan Kampanye adalah Karyawan yang dipckerjakan Dalam Musim Giling

- Pabrik Gula yang tugasnya berkaitan dengan kepentingan Giling Pabrik Gula,

pekerjaannya dimulai dari tebu pertama diterima di emplasemen sampal dengan tebu
terakhir digiling termasuk penyelesaian, yang gajinya dibayar secara bulanan,
Selama Perusahaan membutuhkan untuk pekerjaan giling, diprioritaskan untuk
mempekerjakan Karyawan Kampanye yang sudah bekerja pada musim giling
sebelumnya.

Jumlah karyawan Kampanye pada dasarnya ditetapkan oleh Pimpinan Pabrik Gula
menurut kebutuhan yang layak,
Hubungan Kerja dan Syarat-syarat kerja diatur dalam suatu Kesepakatan Kerja

“Waktu Tertentu (KKWT) sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No, PER-02/MEN/
1993 tanggal 15 Februari 1993,

2. Penerimaan, Pengangkatan dan Pemberhentian :

a. Penerimaan

Selambat-lambatnya | (satu) bulan sebelum ‘musim giiing, Pabrik Gula
memanggil karyawan Kampanye melalui pengumuman dan surat panggilan
perorangan.
Karyawan Kampanye yang dipanggil, harus mengikuti pemeriksaan kesehatan
oleh dokter Perusahaan dengan membawa Surat Panggilan dan identitas diri.
Bagi yang lulus pemeriksaan kesehatan, menanda-tangani Surat Perjanjian Kerja
secara perseorangan yang disiapkan oleh Perusahaan, dengan memberikan
tindasan kepada Departemen Tenaga Kerja,
Sebelum melaksanakan pekerjaan musim giling, Perusahaan memberikan
. penjelasan mengenai Hak, Kewajiban, Larangan atau Sanksi serta tuges yang
harus dilakukan dan tempat kerjanya.
- Sgtelah diberikan penjelasan dibayarkan uang muka giling sebeser 10% dari

gaji sebulan sebagai ikatan kerja, yang ‘pengembaliahnya dipotong lewat gaji
selama masa giling,

Pengangkatan

 Pengangkatan untuk menjadi karyawan Kampanyc diatur dengan katentuan

Perusahaan,

33
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L¥¥ ]

1

¢, Pemberhentian . | s,
 Setiap akhir.giling, karyawan Kampanye diberhentikan dari Perusahaan dan diberikon

Surat Keteranjan serta pesangon giling,
Pasal 2

Penggolongan dan Penggaian ol

. Penggolongen dan Pengejian Karyawan Kampanye berpedoman pada sistem

penggolongan dan penggajian Karyawan Tetap,

. Karyawan Kampanye yang dinilai berprestasi berdasarkan penilaian pady akhir giling,

diberikan penghargaan kenaikan golongan sesuai kebutuhan perusahaan,

Kenaikan gaji pokok berkala diatur sebagai berikut :

8. Masa giling kurang dari $ (lima) bulan, setiap 3 (tiga) tahun, _. o -g,ﬂ,,g’

b, Masa giling lebih dari § (lima) bulan, setiap 2 (dua) tahun,

Bagi karyawan Kampanye Pembayaran gejinya dilaksanakan secara bulanan (setiap
bulan sekali). Untuk setiap hari tidak masuk kerja tanpa alasan sah (mangkir), tidak
mendapat gaji untuk hari tersebut.

Perhitungan pembayaran gaji efektif hari kerian (tidak dibulatkan) baik awal maupun
akhir giling.

. Pajek penghasilan menjadi tanggungan Pengusaha.

Pasal 3
Uang Lembur

. Bagi karyawan Kampanye yang bckfc'rja melebihi jam kerja normal yang ditetapkan,

mendapatkan uang lembur.

Perhitungan uang lembur sejam berdasarkan pada Surat Ke

Kerja RI Nomor : KEP.72/MEN/1984 tanggal 31 Marer |
upah lembur,

putusan Menteri Tenaga
984 tentang dasar perhitungan

ngi karyawan yang melaksanakan jam Kerja secara shift maka perhitungan jam kerja
dihitung sama untuk setiap shift (shift pagi, siang, malam) sebanyak 7 jam kerja sehari

dan 40 jam kerja seminggu berdasarkan Undang-Undang No. | Tahun 195] pasal 10
ayat (1).

Pasal 4

Premi Kerjs Berat

Karyawan Kampanye yang dipekerjakan di -
= Meja tebu sampai gilingan satu,

- = Ketel bagian bawah (gorek tebu),

- Gamping (pembakaran kapur)

- Dapur belerang,

54
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di;nggap melakukan pekerjaan bérat dah berbahaya sehingga disamping gaji diberi premy
kerja beral dan berbahaya
2. Besarnya premi adalah ari gaji. o |
.l, Dengan adanya rehabilitasi dan moderenisasi Pabrik Gula, maka penetapan klas:ima}ml -
pekerjaan berat dan berbahaya dimaksud dalam ayat | akan disesuaikan dengan kondisi
setempat,

Pasal §
Pakaian Dinas

Ierusahaan memberikan pakaian dinas dalam bentuk natura sebanyak | (satu) setel,

Pasal 6
Ekstra Voeding e

Karyawan Kampanye yang bekerja di tempat berbahaya :
- Gampingan (Pembakaran Kapur)

Ketel Bagian Bawah
- Dapur belerang 3

diberikan extra voeding dalam bentuk minuman segelas susu per orang per hari

Pasal 7
Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Bilamana Hari Raya Keagamaan jutuh.pada masa giling Pabrik Gula atau giling Pabrik
Gula terakhir 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuhnya Hari Raya Keagamaan kepada
Karyawan Kempanye diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan sesuai Peraturan Menter
Tenaga Kerja R1. Nomor : PER.04/MEN/1994,

Pasal 8
Biaya Pelaksanaan Tugas

Bagi Karyawan Kampanye yang ditugaskan oleh Perusahaan untuk dinas ke Luar Wilayah

Kerja Pabrik Gula, diberikan uang perjalanan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku bagi
karyawan tetap. :

Pasal 9

Pesangon Giling
Setiap karyawan Kampanye yang memenuhi syarat-syarat kerja Perusahaan (t=tap bekerja
sampai dengan akhir giling), diberikan pesangon dengan ketentuan : :
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‘El ]" 0 G L eldant gep Sueiial ety
o RN ALOTY M NMETRERS (CETPS) G 0y
. Bentuk Uang e ; AR
Mendapatkan uang pesangon)sebesar 20 % dari gajljuntuk_ setiap 30 hari gmpg. |
Dengen rumusan jumlah hari"gili ' hari, apabila sisa lgurang dari 15 hari,
dihitung 1/2 (setengah) bulan dan apabila sisa 16 hari atau lebih dihitung | (satu) bulan.

. Bentuk Gula ;

Mendapat gula setiap bulan giling sebanyak 7 kg. _ A P
Dengan ‘ramusan jumlah hari giling dibagi 30 hari, apabila sisa kurang dari |5 hari,
dihitung 1/2 bulan dan apabila sisa 16 hari atau lebih dihitung | bulan.

. Rumusan Jumlah Hari Giling : ]
Jumlah hari giling dihitung dari mulaj karyawan Kampanye bekerja di pabrik (dalam

tahun'"yang bersangkutan) sampai dengan akhir masa giling termasuk 2 (dua) hari
penyelesaian akhir. : ¥

.- Bagi karyawan Kampanye yang berhertrkarena kehendak sendiri dan/atau diberhentikan
karena kesalahan sendiri sebelum akhir giling mendapatkan pesangon giling secara

proposional,
Pasal 10 (A AM § BT iy

Perawatan Kesehatan

. Selama dalam ikatan kerja dengan Perusahaan, kepada karyawan Kampanye dan
batihnya mendapat perawatan kesejatan dari Parusahaan'a‘i’y?ﬂ\hmmm
Perusahaan, Puskesmas, Rumah Sakit Perusahaan atau Rumah Sakit Umum / dokter

yang ditunjuk oleh Perusahaan dan dengan izin Pengusaha dapat diopname di Rumah
Sakit Perusahaan atau Rumah Sakit Umum / Puskesmas di kelas rendah

|
- Apabila karyawan Kempanye yang di dalam masa giling mengalami sakit karena
kecelakaan kerja dan menjalani rawat inap setelah masa akhir masa giling belum sembuh,
maka biaya perawatannya diluar masa giling, tetap menjadi tanggungan Perusahaan

yang diperhitungkan dengan santunan dari PT Jamsostek (Persero) sebagai perawatan
lanjutan,

. Perawatam pengobatan Bigi untuk dirinya sendiri di Poliklinik Perusahaan / dokter yang

ditunjuk Perusahaan, Rumah Sakit Umum / Puskesmas dan terbatas pada penambalan
dan pencabutan gigi.

; K.ctcnfﬁ'alli ayat |, 2 dan 3 udak

berlaku untuk penvakit yang diderita karena kesalahan
sendiri. .

. Istri karyawan Kampanye yang melahirkan dalam musim giling atau masih dalam ikatan
kerja dengan Perusahaan, diberikan bantuan bersalin samapi dengan anak ketiga yang
besarnyal25.000.- (seratus dua puluh lima riby rupiah),
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6. Yané termasuk batih karyawan Kampanye adalah : @{H’fﬁ '

1% ]

. Tabungan Asuransi Pesangon (TAP)

= Seorang istri sah _ .
- Anak Kandung, Anak Tiri dan Anak Angkat yang sah menurut hulu:urfu (maksimum
3anak), belum berusia 25 tahun, belum kawin dan belum berpenghasilan sendiri

Pasal 11
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

. Setiap karyawan Kampanye diikutkan Program Jamsostek, terdiri dari :

a. Jaminen Kecelakaan kerja (JKK)
b. Jamninan Kematian (JK)
¢. Jaminan Hari Tua (JHT)

luran Jamsostek : 8
8. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) menjadi
‘beban Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku,

b. Program Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi beban karyawan yang pelaksanaannya
dipotong dari gaji karyawan bersangkutan sesuai ketentyan yang berlakuy,

Pasal 12

Tabungan Asuransi Pesangon (TAP) h
A P xnéan

. Setiap karyawan Kampanye diiku:kan'Fmgram Tabungan &surans@?ﬁ.?].

Besarnya iuran Tabungan Asuransi Pesangon (TAP) sebulan 8,33%.

dari gaji pokok
sesuai ketentuan ditanggung oleh Perusahaan 5

clama 6 (enam) bulan seliap masa giling,

dapat dibayarkan kepada karyawan Kampanye
sesuai ketentuan Perusahaan Asuransi - -

- Mencapai usia 55 tahun
- Berhenti sebagai Karyawan Kampanye

- Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja
= Meninggal dunia,

Perhitungan pembayaran Tabungan Asuransi Pesan

gon (TAP) didasarka.n masa
kepesertaan sejak didaftarkan sebagai peserta.

Pasal 13

Kesempatan membeli Gula

Karyawan Kampanye selama Musim Giling diberi kesempatan membelj guls dengan
harga gula kontrak A yang pembayarannya dipotong melalui gaji,

s, Karyawan yang berstatus kawin 10 kg

b. Karyawan berstatus bu jang 6 kg
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2. Pada musim giling bagi karyawan yang mempunyai hajut sendin / batih (perkuwinan,
khitanan) diberi kesempatan membeli gula maksimum 25 kg yang pembayarannya
dipotong melalui gaji,

Pasal 14
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Setiap karyawan Kampanye yang bekerjadi tempat berbahaya menurut standard undang-
undang diberikan alat-alat keselamatan kerja yang disediakan oleh Perusahaan,

Pasal 15
Bantuan Kematian

. Bilamana seorang karyawan Kampanye meninggal dunia dan masih dalam ikatan kerja
dengan Perusahaan, maka kepada Janda atau Ahli Warisnya diberikan :

a. Bantuan Biaya Pemakaman sebesar | (satu) bulan gaji pokok + Tunjangan Khusus
+ Tunjangan'Sosial.

b. Uang duka sebesar 3 (tiga) bulan gaji pokok + Tunjangen Khusus + Turjangan f

Sosial, Q) dended mgee 4 ugA_,gV‘A,‘,{,ﬁm_.ﬁi,,ﬁ,Ja Et I/
/ . { - N .3 ., a0 wxt ] {\ _‘.H"
2. Karyawan Kampanye ML W“"—:’r‘*f“{ anect ‘E/f;»‘]’:’.,ﬁ *f:-’f‘”—ff“" it fingis e, i, -
a. Bantuan Biaya Pemakaman sebesar | (satu) bulan gaji pokok + Tunjangan Khusus = ¥
~ + Tunjangan Sosial, '
.b. Uang duka sebesar
Sosial.

}.I(liga} bulan gaji pokok + Tunjangan Khugus + Tunjan.gan
*3 -

Gaji dalam bulan karyawan Kampanye bersangkutan meninggal dunia dibayar penuh,

Dalam hal batih karyawan Kampanye meninggal dunia dan masih dalam ikata
diberikan sumbangan pemakaman sebesar | (satu) bulan gaji.

n kerja,
Pasal 16
Ijin Meninggalkan Perusahaan

|. Padadasarnya setiap karyawan Kampanye yang meningalkan Perusahaan terlebih dahulu
harus mendapatkan ijin dari atasan yang berwenang, dengan tetap memperhatikan urgensi

Petusahaan dan dalam batas serta norma-norma yang berlaku misalnya untuk keperluan
melayat tetangga meninggal dunia, keluarga sakit dan sebagainya.

2. Karyawan Kampan

ye diijinkan tidak masuk bekerja setelah memberika Surat
Pemberitahuan

terlebih dahulu dan berhak mendapat gaji penub dalam hal -

FrARL fend aa o Rl
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aoow

=h

Perkawinan karyawan sendiri, selama 3 (tiga) hari kerja. iy
Perkawinan anak/anak kandung/anak angkat, s;ltfma 2 (dua) hari kerja.

[stri Karyawan yang melahirkan, 2 (dua) hari kerja. i

K.egiatan ritual agama untuk anak (mengkhitankan dan sejenisnya) selama | (satu)
hari kerja. =

Wisuda Karyawan sendiri dan batihnya selama 2 (dua) hari kerja,

- Meninggalnya anak, istri/suami, orang tua, mertua dan Saudara kandung istri/suam

atau orang lain yang tinggal serumah, selama 2 (dua) hari kerja.
_‘J——

3. Ijin untuk melaksanakan ibadah agama,

Perusahaan memberikan kesempatan baéi karyawan Kampanye untuk menjalankan’
kewajiban menurut agamanya masin g-masing.

Pagal 17
Penyampaian Keluhan

Setiap karyawan Kampanye berhak untuk menyampaikan keluhan menurut jalur hirarkhi
yang berlaku : .

1. Jalur kedinasan : ‘melalui atasannya langsung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh
Perusahaan. ]

2. Jalur non kedinasan : melalui Pimpinan Serikat Pekerja.

Pasal . 18
Kewajiban, Larangan dan Sanksi

1. Kewajiban Karyawan Kampanye

2.

Toal DRl T

rl--n- —

Menaati peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perusahaan,

- Bersedia dipindahkan / dimutasikan dari Unit Kerja ke Unit Kerja lainnya (antar

Jjabatan atau antar wilayah kerja ),

Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang menyangkut
ketenaga-kerjaan,

Mentati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.

Menyimpan rahasia Perusahaan atau Jabatan dengan sebaik-baiknya
Melaksanakan tugasnya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
Bekerja dengan jujur, tertib, hemat dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan,

Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan
Karyawan. e

Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.

Membina dan mendorong bawahannya dalam melaksanakan tugas guna
meningkatkan prestari kerjanya,
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Memberikan contoh / tauladan yang baik terhadapbawahannya. :
Mcmpcrhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Perusahaan, baik yang langsung
menyangkut tugas dan kewajibannya maupun yang berlaku secara umum, ‘
Segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui adanya hal-hal yang
membahayakan / mengganggu kelancaran atay merugikan Perusahaan terutama
dibidang keamanan, keuangan dan material, - _
Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perusahaan dengan baik untuk
kepentingan Perusahaan. 5
Menyerahkan kembli kepada Perusahaan semua surat-surat dan barang milik
Perusahaan yang dibawa, setelah tidak ada hubungan kerja aktif dengan Perusahaan.
Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang
diterima mengenai pelanggaran digiplin, Dalam hal pihak yang merasa dirugikan
tersebut (laporan kurang mendapat tanggapan dari atasannya) ia dapat melaporkan
langsung kepada atasannya yang lebih senior,

‘Membina dan mendorong bawahannya dalam melaksanakan tugas guna

- meningkatkan prestasi kerjanya,

Bersikap sopan santun terhadap siapapun, baik didalam maupun diluar dinas dan

selalu bersedia memberi pertolongan terhadap sesama karyawan untuk membina
hubungan sesama karyawannya / menjalin kerjasama demi kelancaran Jalannya

Menjaga keselamatan diri dan teman sekerja serta menggunakan peralatan
keselamatan kerja dalam sifat pekerjaannya mengharuskan demikian.

2. Larangan Karyawan Kam panye

a,

Pelanggaran terhadap Ketentuan-ketentuan dibawah inj merupakan kesalahan berat
adalah sebagai berikut |

|} Pada saat hubungan Kerja atau perjanjian kerja diadakan memberikan keteranga
palsu atau yang dipalsukan.

2) Mabuk, madat, memakai obat bius / narkotik,
lainnya dan berjudi di tempat kerja.

3) Melakukan perbuatan asusila ditempat kerja.

4) Melakukan tindak kejahatan, misalnya :

_ mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang-barang lerlarang,

baik didalam lingkungan Perusahaan maupun diluar lingkungan  Perusahaan,

5) Melakukan penganiayaan (antara lain pemukulan, berkelahi dan lain sebagainya)
menghina secara kasar atay mengancam bawahan, teman sekerja, atasan,
Pimpinan, atauy keluarganya,

6) Mempengaruhi, membujuk Pimpinan atau bawahan,

memakai obat-obatan terlarang

teman sekerja untuk
melakukan sesuatuy yang bertentangan dengan hukum yang berlaku,

7) Dengan sengaja atau ceroboh merusak merugikan atay membiarkannya dalam
keadaan bahaya milik Perusahaan,

8) Dengan sengaja atay kecerobohannya merusak, merugikan atau membiarkan
diri atau temannya dalam keadaan bahaya,

9) Membongkar rahasia Perusahaan atau mencemarkan nama baik, Pengusaha,
keluarganya, yang scharusnya dirahasiakan, kecyali untuk kepentingan
perusahaan.

|0)Membawa / menggunakan barang-barang milik Perusahaan tanpa

izin Pimpinan
P:rusa_haan.
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|
I1)Menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari siapapun yang
diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian ity bersangkutan dengan
Jabatan atau pekerjaannya. |
12)Membocorkan rahasia jabatan dan atay Perusahaan yang meliput -
- Rahasia berupa dokumen (notulen rapat, Surat Keputusan, dl1), data maupun
perintah dari Pengusaha / Pimpinan Unit Kerja.
- Rahasia yang menyangkut kekayaan, modal, hak milik, gaji, kebijakan
Perusahaan yang tidak sepatutnya disampaikan ke pihak lain,

b. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di bawah ini dan termasuk kesalahan
ringan adalah sebagai berikut : ;

1) Menolak untuk menaati perintah atas penugasan yang layak walaupun telah
diperingatkan, 44 .

2) Dengan tidak sengaja atau kelalaian / alpa mengakibatkan dirinya tidak dapat
menjalankan tugas pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

3) Tidak cakap melakukan pekerjaan walaupun sudah dicoba di bidang tugas yang
ada,

Sanksi

8. Karyawan yang tidak memenuhi kewajiban, dapat dikenakan sanksifhukuman
disiplin berupa :

|. Surat Peringatan

2. Pemutusan hubungen kerja tanpa predikat, dengan diberikan uang TAP dari
Asuransi Jiwasraya.

Pelanggaran terhadap ketentyan larangan, Perusahaan dapat mengambil tindakan -

|. Diputuskan kerjanya tidak dengan hormat tanpa mendapat ganti Kerurugian.
berupa Bpapun juga seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja namun
diberikan vang TAP dari asuransi Jiwasraya, dilakukan pemutusan hubungan
kerja sebelum berakhirnya kontrak kerja,

2. Diturunkan Pangkat/Jabatan dengan golongannya tidak lebih darj | (satu)tingkat
dengan maksimal selama | (satu) masa giling.

c. Karywan Kampanye tidak masuk kerja dalam wakty sedikit-dikitnya & (enam hari
kerja berturut-turut, tanpa disertai keterangan yang Jelas dan secara tertulis dengan

bukti-bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha, karyawan tersebut dianggap
mer.gundurkan diri.
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PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN KESEPAKATAN KERJA BERSAMA

PT PERKEBUNAN ?LIUS.'ANTARA Xl SERIKAT PEKERJA PERKEBUNAN
(PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA X1 .

. DARODJAD

3. Drs. SOENARI YONO BS, Ak.

4. H. WIDIATMO SOETEDJO. Ah T 4 YOYOK WARTOYO

N2 =g T

5. ARIEF sﬁjm 0

Menyaksikan |

KWNAS TENAGA KER{l
\1 JAWA TIMUR

Nt y
\"@w Utama Madya
NIP. 010086536
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MENTERL 4R8G4 KERTA
NHEPUBRLIK IKDONESIA
PRRATURAN MENTERT TN.AGA KMRJA R.I.
FOMOR ¢ PER - 02 51, 1933,

TENTANG
KESEPGCATAN rERJA WALTU TFERTENTU
MENTENT TENAGA KBRJA REPUNLIK INDONLSTA,

Menimbang t a, behva dalam rengha meloaksanslten Hulungan Induotri-

el Pancasile, Perjanjian Kerja horus mencerminken-

adenyd kesepaltaton yany (idessrken atus misyavareh
untulke motekat § - .

b, behwa Persturen Menterd Tenega Korje R.I. liomor
Por-05/1lon/1986 tentang Kesepelketan Kerjs Wektu -
Tertentu sudah tldek sosusi legi dengan pericembang

an pembanguuen dan tekunologl dewecassini, sehingzo-
periu Aitinjeu kembcl: ;

e, bahwe untule ite perlu dltetapkan dengan Pereturaen-
Menterdi.

Mengingnt t 1, Undong -~ wnleng N3, 3 <chun 1951 tentins pernyata-
: an berlelounya Undeng - undang Pengevesen Perburah-
an tahun 1948 N>, 23 deri Republik Indonesie untule

geluruh Indoneaiu (Lemberen Negera tahun 1951 No.4);

2, Undeng - uniang No, 21 tahun 1954 tenteng Perjenji-~
en Eﬁrhumhan sntere Svrilket Buruh den Mejikan (Lep
beren Negore 1954 ilo, 6Y, tembzhen Lemborun Negaru-~
No. :EQEE.] i

3.« Undang - undang Ho, 22 tahun 1957 tentang Peiyela -
saion Perselisihen Perburuhen (Lombaran Negere 1957

 No, 42 tcnmbehen lemboran Nogera Ho. 1227) 1

4, Undeng - vndeng Nu, 14 Tehun 1969 tentans Ketentuan
Ketentunn Polkolt mongonsi lensgu Kerje (Lemberen Ne-

gara tohun 1969 .lu, 55, teémbehen Lembarsan Negere lNo,
2912) 1 :

5. Keputusan Presiden RI Mo, 5470 Tehun 1908 tonteng -
Parbentulken Yebinl Iambengunan V,

Memporhatikan t1, Pnlmlf.pukak pdledren Ysktortariat Lembaga Kerjeaams ="
Tr.‘.?:. w41t Hesieniol tengzal 10 Jemueri 1993 tentans
Kesep ucatien ¢ e veltw tortentu (Penyempurnaan Ps .
retupan Mentord Tonega Herja RI Mo, Per, ﬂﬁmenflga"-

2, Kesejelatan Beyer:: Leubsga Kerjesame Tripertlt gg e,
atorsl No, 34 Terun 1993 tanggel 5 Pebruerd 1993 iy
tenteng Tesepelketan Kerja Vaktu Tertentu, o

_"'ﬂ.‘
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HINMUDDSK AN
Mendtapkan ¢ PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG IC..JSE'E"JEK.&_T}QI
KERTA WAI{TU TRATENTU,

BAB 1

T KBCENTUAN QUM
Pssaol :l.

Dalam Peraturan Menteri ini yang difialesud dengan

a, Kesepekaten Kerja Welthu 'l‘artentutac‘.’aleh perjoanjian kerje sntare

pekoria dengen pengusahe, untuk hengsdaken hubungen kerja delem

' waktu tertentu atau unul pal:erj_l_an tertenta ;

b, Peruschean aldalah setiap usgha yi.ng mempelterjakan pekerja deng-

an tujuan mencerd keuntungen ate.ll tidak, beik mililk swaste meu-
pan milik Negera atau milik Pomebintal Deereh ; o

0. Pongusehe adalah

1), Oreng eteu Baden Huoua yang hen.‘]alan‘.-:m.n suctu usehs milik -
sandirl

2]« Oranl aton Beden Bultum yeng iE:unE.:ﬁ bardirl gendirl monjelan
ken washa bukan mililknye j

3), Oreng eteu Bedan Haoum yury hewskild oreng efsu Beden Hukun

tormaksud engke 1 den 2 Jilkdlen yeang mewakill berkeduduken-
d1 luer Indonesia i '

Pekorja sdsleh orang yeng hakar}a peda panguaehe. dengan meneri-
me.upeh §
e, Panitie Penyelosaian Paraali.aihj.n Porburuhen sdaleh Panitip o8-

begeimana dimelksud dolem Undeng,- undang No, 22 Tehun 1357 ten-
tang Panyeleselan Perselisihan far‘bumhm }

t, Perpanjengan Heosepckaten Kerja 'g‘alnm Tartentu ndelgh mElrmju'L;,km’}
hubungan kerjs yang teloh berslchir masc berlelaunya i

g. Pembrherusn Kesepakaten KHerle um:m Tortentu adalah pﬂmbur.:tan -
i{aaepakatan Karje Waktu Tertontu baru sateleh Kesepeketan Kerla-
Walttu Tértenta lame berskhir.

Tesgl 2

Kesopekaten Kerje MWelttu Tertentu dibuet secere tertulis -
dengen moenggurncken bahase Indanaaia den tulisen letin,

Paﬂml 3
(1) Dalem Kaupalmta.n,ﬂarjn Wekta Tertentu tidelc boleh aiunra.;mrﬂt *r[{
" kon gdane nesa ‘parcobean, : ?‘fﬂ:’z
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(2) &pedile delsn Kesepekagtan Kerje vekta Tertentu ternyata dican -

s 8

tumken masa percobasy meke BESe percobaen tersetut batsl demi _

- hm'

C'BAB 11
SYARAT-SYARAT DAN ISt
Paers,!. 4

(1) Betiep Kesepprketan Kerja Woktu ‘i‘ertanw. horus memenuht Byare .

(=)

b

(3)

(4)

Eyoxrat sebagel borikut

. diduat etes kemmuen bebas kedue Velan pihay |

b, adenya kemzmpuen aen ateu kedekepan pihak-piticl untuk membuo
at susty kesepelatan 5

{5} edenya pekerieen tertentu ; .

:\_'_i;. yang diagepeketi tidal Ei.lﬂ.mi'::; oleh percturcn Penindongen steu

tidal hartenta.nga{; denzan kﬂﬁ‘?ﬁr‘hibﬂn umim perta kaamilntn._
i1 )

Kosepaketan Kerja altu Terten_tu"- YENE tidek memenuhi sysrat se
begeineny dimeksud dalem eyat (1} hurut n den's dapat agbatalien

sodangkan yeng bertentangen dengkn ayat (1) humut o den 4 edalan
botel demt muoum, :

Xesepeltatien Korja Untile Weltu Teftontu henye diocdekan untuk pe -

kérjaen tertentu yang momsyut aifet, jenis oteu kogiatennye ‘sleon
sotesal delam welcty tortenty,

Pelkerjean sobegelmane dimeksud polle ayet (3) edeleh
E'F, Yong sckali seleacd atm semeriltara aifatn,}rr:{_-

]

b, Yang diperkirsicen penyeleseienhys delem wakty tidelk terlelu -
leme den paling leoa 2 ( tige) tenun i

6. Yeng bergiy s Musihen ctau yeng beruleng lembell ;

d, Yeng bulen merupelon kegicton }::.wg bersifet tetep den tidelr -
tarputus—putus I '

9, Yang berhubungan dengun produk begu, zteu kegietan beru sten
fombohan yang masih delenm vercdbasn aten penjajegen,

Puzsel ﬁ

(1); Dalem Kesspakatan Kerjd, Velt Terfontu hams hemat

&, Nexn den alembs Porgusane/Fosusanann |

by Nema, elemed, umur den jenip kelemin pekenjc |

O« Jabaton afien jeniu/mreem polterjaan |

4, Busainyn upah sorbte oore Powbeyereanya | !

9 Syerat - syarot corga YERE limet hale den levedibven pengusa-
- ha dan pekerjs | -

T, Jengice welty berlekunye Kesopcketan Konge, }

T T‘Hm?:l.;ilidll
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&, Tempat aten luokkand kergda s
he Tempot, tansged kesepeketon leer)e dibunt, tengenl molsnl bers
lgku dan berakhir fonte dltendetengant oleh kedun belih pi-
helk, ' '

. {2) Bysrat-syarat Kerje yeng dimset delem kegepaiatan kerje waktu

Tertentu isinys tidek boleh lebih rendeh deydl sycret-sycrat -
kerje yang termmst delem Perstusan Perusahaen #tay Tugepuketen
Xerje Doragmp iR berlsly dl Porussheen yang bersenglutsn,

(3) fpebile terdapat Kesepekaten Herjs Waktu Tertontu yeng iuinyo-
lebih rendch dardi Porctursn Poruschgen cton Keagpekatan Kerjo-
Derseme; moke yang borlalu zdslal 1sd delam Peroturen Poruschi
En ttau Kesapsdceian Korla Dovosmn,

Pessl 6
{1) Kesepeltaten Xerje Walihn Tortontu dibuet raugkap * (tiga) ez ing

meaing wntulk pelkerjs, pengusehe dzn Kentor Depertemen Tensgn -
Kerja sotempat uniule diddeftar, '

(2) Selurult Licys yeng borlmbungen dengun penbugira Kesepeleatinng Hop
Jn Wgikiba Tevtentu dibvuankon icepnde Pengrudaln,

PeEgul. @
Kevopelaa pay Berde Wailktu Tovrtonta tidale depat Qiteit konlell
etau dixubch keousli tas bpersefujusn kedus beleh pihek, cteu e

na alliaaanhalma;n oleh Undeng-undeng dinyefukan culiip untide memili b,

Bab, III
JANGIEA W ACTU, PMRPANIAHCAN DA PER DA ARTAN

i Pesel g

(1) Kesepaketon Kerjn Vellw Tertontu yang didesarken cten jongks izl
tu tertentu dezpot disdilen peling lems dues tghun,

IlEr.'.l Xosapdlcatnn Kerda sebdgedimeng dimalczud eyo s (1) henys bolen di-
Perpanjeng setu keli untul pelinge lews delim wektu oaEme, g
kutentuen Jumleln seluratiye welota Kesepeketen Kerje 1tu tidel —
boleh lebih dari 3 (tige) tehun, '

(3) Apebilg Kesepaketen Kerje sebegeimens dimsksud gyat (1) aiper -
p{an:]r-:n(g.- é;elr.n|tr.-.:.t_l.:-..|ub:::.-l;:w.-_-. T (ujult) herd webelum I{fli-uc'pu.‘:mtun -
Kerje berekhir, pensusche memborisainicsn meksudnye secere teriy
Jr.is kepada peloria yang beresngliuten uniule metperpondeng Kegsupg
katen Kerje horsebut.

(4) Kesepekuten Kerda Walctu Tertondtu Jing dideserian oiuo peleerfaam
tertontu tidok Loleh bexlenguing lebih donpl ¥ {'t:i._'._r:a_.q taltan.

Peizl 9, iee
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| ' Poasl 9
|
Untelk Jends pekerjcen tertentu, dengen 1jin Meontori, ¥esopshetzn

orje Wékitu Toritentu dupeb menyimpens dard ketoninen sebegelicms di-
meksud dulon pesel © ocyet (1), cyat (2) den syet (4).

i Pouel 10
(1) Pewbeharuen Kosop.ibon fesi:

=

Wekiine Tertenia nenye dsput dizdr -
kan 30 hord (tige puludi) Loyl sugeloh berslthiviye Kouopukoteon -
Kerja yanz Yrma,

{2) Pembsheraen Keoepeketen Kopjs debesciugne dimalgud dolem syst -
(1) hanya boloh dilemicen 1 (uctu) keld peling lane untule Jengice
vwelitu yeny seme tidck meleuihnd dewd 2 (duz) t=hun,

(%) k@aapmke.tn.n Korje waketu Tartenta yong teleh diperboherud -sebogsl
mene dimeksud delem syet (2) tidek depet &tperp_.njzng lsgi

Feae) 11

Kesepckatan Zerje Welitu Tertentu yonge ternyete ‘bcrtnnmm:n dong
an kutunh:.rn sobegeimere dintlioud delem J.*nm:l 2, Posul 4 pyct 3 don-

tyat 4, Pusel O dom Poscl 10 X witipalostan Rh‘lj- toruobut monjidl Keeo
peketan Xorja Wektu Tidek Tortentu, 1 4

nel, IV
: BER AULTRIYA KIEOSPARATAT ¥INUA ALY DRI
e 1n

|
Kogopalcaten Kerjs Welkiaw Tertontu berkbir doid hwcum dongen Le-
relthirnya wakttu yeng A tentuan delem Keoopekgtun Kurjll.: gt denpon
selese'nys pekerjean yeny diuepckatd,
i : eoel 2%
Keasepaketan Kerje Wektu Perteniu br.-:- alehids

Kerens meninggelnye =
yelkkerja yary borsenglowton,

Yoopl 14

(1) Keoopekaten Koija ‘tskiu Mrtenta tidale ber “.trh.i.z kerone meningecl
nye penguseha, lkosusli ¥eacp:lkatan Herje Vqﬂq"" dicdeiton monyatolion
sebeliknys,

(2) Delam hel pongusuhe. ma: Laggzel dundo, chli werdlo pongioehn dupot-
mengelchird Kegapelintan [erjn velitu Tertontu dengan mongahdien -
pormohonzn 4jin Pamutuoan Hubungan Herje kepede Penitic Ponyelo-
anion Poreolisihi Poxbil b,

Procl 18

(1) Kesepekagan Kexji Welktn Toptsntu tidele borsidir kerens pengusehe
jetuh pn:int.

{2) Apublilc,..
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(2)

(2)

5 G‘i

Apabile tarjedl kepedliten molie Leli-hok pnmrj.: dizelensslken sa-
sned dungen Jurdturcn Pomdndobgisn-undangtar yalg berlela.,

Pesel 106
Kesepekatan XKoerje et Tertoniu berlengsunt boras gsompal ssat ~
berekhirnys waktu yons teleh ditentuken delem Kozepelketan Kerjo-
etsu pede scst seledoingz pe}:'er,j.'z.e.n e beleh disepaketd delon
Kesapoleeten Koerlda, kReoasdld kiyenz 3

o, Kewalehen berat chibit purbucten pelierje sebogaimens dimsle -
aud doelem Peael 17, ricua

b, Keselchen beret skibet porbucten pensgussho sebzgeimens dimale—
sy’ delem Pranl 19, epéuu

0. elssian menclsa sebegeinana dimsksud dalew Pesel 20,

fpabile penguosehe ctuw poekeris ternyelo mengekhirl Kesepohsten -
Kerje Wektu Tertentu sobelum welitunye berchhir ctem seloscinyes -
pekerjeen tortenitu yeng telsl ddtentalon dedem kesepeketan lkerk,
pihale yeny mengekhiri Kesepchoten Kerje torsebut diwejiblon meum—
bayer Kepsde pilck leimaye gentl gl sebeasr upth pokerjs gcme-
ped wektun vt pelerjson ashepusnys selesel hoeusli Ble pubusnys
lmbungen kerjs ita kerend kesclehan berct ctm slesen memsksa po-
o begednen ¢ dimoled d51am Beiled 17, Foasl 149, Frnel o,

Feaal 1%

Penpuschs deopet mengikhied Keoseopolkator Herje Weletu fertenty —=

dengen meminte 1jin kepedr Fonitic Ponyelescisn Perselisihen Perburul

En

g

I

sesusd ﬂengzz- ketonturn yong berlelku 4

paiz szot 1cesepr.1:ht_n kerje dicdeckan memberdkan ketersngan polsu.-
tten dipalsulen :

mebale, meded, nemeled obot Llus obiun terkoetike i fomprt kovde g
nencurl, menggtleplkon, mendipu atsu meleludced kejohstsn leinnys ;
meh=nloye, menghin: sccrre toacy, b0 MOMERLosm pensuatlie, !w -
lucige pengusche steu temsn sekerie ; ,

meleloulcan somucte yeing hertentengen dengou haloum don ctou kesund
lzan A1 tempit kerde ;

dengen sengeln ctou kerens kogorcbohonnys momissk stew memblsrkon
delam keedasn brhayn milik T:ﬂ“L'I.EJPhEEa’l : '
dunn.n aofyns e weloapin cudeh t'lipliu. Arpsrplefy n:li.‘nilll-l.,...l e dirinym -
etsn teman sekerjanye da gloim fe_dam beheyc

membongker rehesie perusohecn yang selrrasays i re e oiedts

Frprd. . XH

(1) Penguszhe dopet mewmbeydilien suret peringstsn ferckhir kepede peker

Jo kprene konslaligs polterls melolloon porburgan — perbunton sebos
Zod-herdloat s ' :

fhy l;tl'ﬂ R
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T

L] -T-
8, tetep menolol unluk mentietd porintsh oton pencscsen yaur le-
yekk diberikon kepedzny: oleh stou stes neme penguscho, s g
ken pm:-im'::-h Ltv semudl Congon Xesopaht v Kordr yorg tolol -
dlada i ,

b rlam_,rm senzoje oten kerenn leled mengelcihotleon ddrdnye dolon-

(2)

| koedesn demikicn rups sehinggs ir tidelr depet menjeloiksn pe-
kerdacnnvi 3 '
¢. gpebile ternyste dikoimdisn bori pekerje. tidok melclksznvlkon -
pelcerjeonny:. sesucl dengen ketoniuun yeiy: sudih 24 orden jilisn;
d, welenggor ketentucn yong teleh diteteplon delam Kesepoketon ~
Kerje, sedrngirn kevadenye telsll divedken surod perinTeton -
cpertume. ctal Kedus yong mesih ol S

Setelzh surat peringcten burelddy , pelkerje mesih tetep melcllon
peructon sehegninene ddmsleend Lh:I'Lm swei (1), selte pongusche dg
pet mengekhird Kesepeleton Korje Un.ktu Tort*wntu dengen mevdints
43in Pemitusan lHubungen Korje Kepode. Pendltis I‘en,_.ralnaainm Farge—
lisihen Porsumihon, T

| : ;

Pragll 19

Eskeria ;1L‘:pa-t. mengolthird Ko se.r:_‘rlrt._n Tapje Wk l:u Tayrtonta koxenc
lcesr.luhrn boret ying dilokaloin Perygy f'uz.- e et -..d:'..i bordimat

o

« Lengonisye, menghine poctrs leeasy rien mur.:r:nu:m pcker;je, e
lusrgs aion cnrgote muweh tonggs pokerie eton mmnh:l....rlm; bl
ita d1lciedcen oleh keluerg: p PIEHOTE Ivmih tiinggo ctou bewel
&n pengugohy

By mamhu;ju.lc pelkerie, kelucaess otod tomsn ol pliinrjo, melo-

Jeulezin gesue i yeng berdeatangen dengon hulnw cten dengen liou
Jil::an, etod hl dtu-a4lodelcon bowohen playrasrhie

2, 2 {du“ ‘: 14 fIAcke menb Feroupch pelierds pide waktbants o

de tidek mcnar..u“i 3 e Gy, ©ooton (idek mcloluken kowodiven &

yeng ditetaplon drlem Ke: sepskoton Kerd 3

(@ tldele nembordlern pelturjoamn yong eulaap J:éu:.-,-'l-.a. pekerdis, yoir

penghasilennye dddusericn etea hosdl pelerdosn yong dilsole
leen sesucd dengen yeng ﬂlIJCII'J'..J‘.lJJ.lLu : *

Lo tldald etou $1d4k culoup mengredickhen fosdliten kerle yong di-
sycrathan kepede pelorja, youg perghesilennye didesssien ates
hz=il pakerjccn yenz Jilsituicon ¢

£« Eprbllc dil“_n;utsr_n hubungen kevje depet,meninbulken belisye
EJ«-{Ii Leselsims4en Jiws atom kooelhwion polterje hed mens figole =
dikotehud o9leh poke i (Lo ST T T RS Pt R YR TR S Y I T T

h. mowsy 1111:::111;: n peliari 4o untule '}lmuurj esn yung tdacle Legelt dean
£k ~dn latangnmnys dewr, LI:v:-mmertdn R .

4. mumoiireihlen
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: | | B.

4, memerintohkon pokers welzopun ditelel oleh pekorje untuk me-
1ocakon godmcta plea oo pealt, porugshogn Tedn yoears (14T 40w

sunl dengen Kesepalitton Bordi..

{2} Atzs permintocll pelclurj:.. Tonitis Penyelegsiin Porgelisihen Perbd
puboy moayeleasiiiin mossleh yuige timbul ckibed pengclkhiron Keao-
pekaten Kerje sebrpoimene dimelcud delom cyat (1).

Deacd dU
geledn keeselodumn ackugnlmens Adndernad dedem Peapl 17, Pesel 10
den Peszl 19, penguaschs stom pakarie depot mengejuicon pangukbidron lﬁ".ut'ry»
pekoten Kerje Welkta Tertuntu den meminte ijin Pemutugcn Hybungow ferde
kepada Ponitiz Penyolessien Parsollsihsn Perbuiunheon kKzrens glorive vlo-
san mempleaa ctia Loree wijtur.
ez W i
PALIQGU MG JAdAL HULTLMG

87, A

(1) Dalem hal peruschosn pauberd kerjz momborenglken peleksoaten pe-
kerjeen kepods pemborony e pumborons oo gubesull pombo Seny -
pelelsone pekerjnon yeng ditunjule asras berbzden huloam,

(2 Delent il Poubirsvalisl 1 PR s T o T S5 4 5 51 ) ol 1 b K
tidok berboden Mdoaun amoi peruschoon 1‘|t'.'!.'.11'j-.'?l‘.:l::1:.&'}1','_]:'1 T L0 e o 5 PR
Jrasdy whits kol Rootpeho i i Welpliva oedearian . Yarkig di bt adei-
pemborung otiu sub-sab pemboruyy ferhidlp polierrjenyt.

(dmb VI
s AN Bl AL
Dogel 22

Kosepeleton Kerds Wikt Terfenta yeng teleh ede pede wolchu dite-
teplenays porntury ind fekep barkeka senpod Lopelchirmyn, kuaepaler ben
kerje torsebut den rpcliile cken diperpenjong stow diperbohirud hmiwd
memeruhl Keterntuen geswed Kesepulnten Kerjs Weldu Tortentu bepdesanion
Percturzn Menteri ind,

Dl SEL
| -8 0 it 0
Dengch ditetopkcrnye Percturcn Menteri inl, mdcn Persivran [en.-
teri Tensge Kerje EL Mo, Pop-05/ MY/ 1986 dinyatcken tidak berleal ian &
i
el : k

A

Pragl Elcssa s



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

9.
Plusl P4

Peraturen lenteri inl woul: i berlolka peds bonges:l ditetaplan.

Ditetrpken dd ¢« Joker it o
Peda tenggel 15 Pebruerl 1993,

—_——

TIENTURT TRNAGA KERJA RI
‘t'ﬂﬂ.-
Ui, OIMAS DATURLR 4.

Dlasdidn soot d gt folinye olah
f. Kepala Hentor Deportemen Tensgs Kerdco
Kodye/Kob oMadiun, Megoton, idrmowd
Kepals Selthi ILubiEL din Sycicer,
oy ,f"

a =t

N e " b
Dra, G U WL R U

e e s S ey

“J.]._J‘ . ']"::'U'[_] Lt':"k".:'r'i' 5.
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UNDANG-UNDANG REFUBLIK INDGNESIA
NOMOR 3 TANIUN 1992
TENTANG
JAMINAN SOSIAL TENAGA ILLILIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : : :
a, bahwa pembangunan nasiomal scbagai pengamalan Pancasiln dilaksasaknn dalam inngki pem AL s
Indonesis seutulnys dan pembargunnn masyerakat Incdonesin seluboyn, unluk mesojdkan suniv tsy kol g

sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materill maupun spiritual;

b, bahwa dengan semakin meningkatnya peranen tenaga kecja dalam perkembangan pembangunan nasianal i seliruh
tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan
semakin tinggi risiko yang mengancam kesclamatan, kesebatan dan kesejalieraan tenaga kerja, sehingoa perly upaya
peningkatan perlindungan tenagn kerju;

& bahwa perlindungan tenaga ketja yang mejikukan pekerjaan baik dalam hubungan kedu maupun di luar hibangan kerju
melalui program jaminan sosial tenaga kerja, selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif
terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tennya kerja,

d.  bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947
Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk selurub Indonesia {Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3) dan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Megara Tahun 1977 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negars Nomor 3112) belum meagatur secara lengkap jaminan sosial tenaga kerja serts tidak
sesuni lagi dengan kebutuhan:

e, bahwa untuk mencapai maksud tersebur perlu ditetapkan Undang-undang yang mengatur penyelenggarean jaminan
sosial tenaga kerja;

Mengingat :

|, Pasal 5 ayat (13, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,

2. Undang-undang Momor 3 Tahun 1951 tentang Pernyatann Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun
1948 Nomor 23 dari Republik Indonesis untuk sclurub Indonesia (Lembaran Negara Talun 1951 Nomor 4);

4. Undang-undang Nomor 14 Tabun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerda (Lembarun
Negara Tahun 1969 Nomar 53, Tambahan Lembaran Negars Nomor 291 )

4. Undang-undang Nomer | Tahun 1970 tentang Keselamatan Keda (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomar |, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2918},

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran MNegara Talun
1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Neoarn Momar 3201);

Diengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REFUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN;
Menctapkan :
UNDAN_GaUNDANG TENTANG JAMINAN 50S1AL TENAGA KERJA.
BAB1
KETENTUAN UMUM
Pazal |

Dialam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

L

Jaminan Scsial Tenaga Kerja adalah suamu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagpi

pengganti sebagisn dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagal akibat peristiwa atay keudarn

yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, bari tua, dan menin goal dunig,

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam mavpun di luar hubungan kerjs,

guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakal,

Pengusaha adalah:

A, orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suats perusabaan milik sendiri;

b. orang, persekutusn atsu badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan revd ik i

€. orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesiz, mewakili perusahaan sebayaimana dimaksod
dalam huruf a dan hurof b yang berkedudukan di |uar wilayal Indonesia,

Perusahaan adalah seliap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atay

tidak, baik milik swasta maupun milik negara. )

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah

atay akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uvang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan

perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suntu perjanjian kerju untara pengusthe dengan tenaga kerjn, termasuk

tunjangan, haik untuk tenaga kerja sendici maupun kelvarganya,

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan lLierja, termasuk penyskit whng timbul

karenn hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang ter;adi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat

kerja, dan pulang ke rumah melalul jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Cacad adalah keadaan hilang stau berkurangnye fungsi anggota badan yang secars langsing ateu tidek langgupg

mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekorjaan.
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8. Sakit adalah setiap ganigguan kesehatan vang memerlukan perieriksaan, pengobatan, dan/afau perawatan,

9. Pemelihoraan keschatan adalah wpaya penanggulangan dun pencegaban gangeuan keschatan yang memerlukan
pemeriksaan, pangobatan, dan/atay perawatan termasuk kehamilan dan persalinan, : : :

10, Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerfa yany
ditunjuk oleh Menteri, i N

11 Badan penyelenggara adalah bedan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminen sosial tenaga
kerja.

12 12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.

Pusul 2
Usaha sosial dan usaha-usaha lain vang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan pemsahaan,l apabila
mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahasn mempekerjakan tenaga kerja

BABII
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA

Pasal 3
(1) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenpgarakan program jeminan sosial tenaga kerja vy
pengelolaannys dapat dilaksanakan dengen mckanisme asuransi,
(2) Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.

(3} Persyaratan dan tata cara penyelenggaraasn program |aminan sosial tenaga kerja sehagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur lebil lanjut dengan Persturan Pemerintah,

Pasal 4
(1) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi
tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesual dengan ketentuan Undang-undang in|,
(2) Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal §
Kebijaksanan dan pengawasan umum program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,

BAB 111
PROGRAM JAMINAM SOSIAL TENAGA KERJA
Bagian Pertama

Ruang Lingkup

Pasal 6
(1) Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi;
a. Jaminan Kecelakaan Kerja: i
b, Jaminan Kematian;
¢ Jaminan Hari Tua;
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

(Z) Pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebik fanjut dengan
Peraturan Pemerintah,

Pasal 7
(1) Jaminan sosial tenaga kerja sebagiamana dimaksud dalam Pasal 6 diperuntukkan bagi tenaga kerja.
{2) Juminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal & hurufd berlaku pula untuk keluarn . lenage kera,

Bagian Kedua
Juminan Kecelnkaan Kerja

Pazal
{1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakann kerja berhak menerima Jaminan Kecelakaan Kerja,
(2) Termasuk tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakain Kerja ialah;
. magang dan murid yang bekerja pada perusabaan baik yang mencrima upah maupun tidak;
b. mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan;
¢ mnarepidana yang dipekerjakan dl perusahaan,

Pasal 9
daminun Kecelakaan Kerja schagaimana dimaksud dalam Pasal ayal (1) melipati;
i, biays pengangkutan;
b, bigya pemeriksaan, pengobatan, dan/atay PeriwELaL;
€ bizya rehabilitasi;
d, santunan berupa uang yang meliputi;
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santunan sefientara tidak mampu bekerd;

suntunan cacad sebagian untuk selama-lamanya;

santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental.
santunan kematian, :

L o o

Pasal 10

(1) Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerjs
dan Badan Penyelenggaraan dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam.

(2) Pengusaha wajib melaporkan kepuda Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Bacdan Penyelenggara dalim wakiu tidak
lebih dari 2 kali 24 jam selelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaun oleh dokler yung mervwalngid dinyatakan
sembuh, cacad atau meningeal dunia,

{3} Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang lertimpa kecelakaan kerja kepads Badan Penyelengpara sampai
memperaleh hak-haknya,

(4} Tata cara dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) dan ayid (2) ditetapkan oleh Menteg,

Pasal 11
Datlar jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja serts perubahrnnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Bagian Keligd
Jaminan Kematian

Pasal 12
(1) Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas Jaminan Kematian,
(2) Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maliputi;
2.  blaya pemakaman;
b, santunan berups vang,

Pasal 13
Urutan penerima yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf d butir 4 dan Pasal 12 {alah
Jjunda atau duda;
Rnak:
Orsng tua,
cucy;
kakek ateu nenck;
saudara kandung:
meriua,

e a0 oE

=

Bagian Keempat
Jaminan Har Tua

Pasal 14
(1) Jaminan Harl Tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkala. atau sebagian dan berkals, kepada tenaga kerja kerena;
8 telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tshun, atay
b. cacad total tetap setelah ditetapkan oleh dokier.
(2) Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, Jaminan Hari Tua dibayarkan kepada janda atau duda atau anak yatim piatu,

Pasal 15 :
Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dibayarkan sebelum tenaga kerja mencapai usia 55 (lima
puluh lima) tabun, sctelah mencapai mass kepesertaan tertenty, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah,

Bagian Kelima
Jaminan Pemeliharnan Kesehatan

Pasal |5
(1} Tenaga kerja, suami atau ister, dan anak berhink mempercleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan,
(2} Jaminan Pemeliharaan Keschatan meliputi:
rawat jalan tingkat pertama;
rawat jalan tingkat lanjutan;
rawat inap,
pemeriksaan kehamilan dan pertolangan persalinan:
penunjang diagnostik; -
pelayanan khusus;
pelayanan gawst darurat

o an o

BAB IV
KEPESERTAAN

Pasal 17
Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.
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Pasal 14

(1) Vengusaha wajib memiliki doflar Letayn Kergn beserti kelugrguiya, dutlar upieh beserty porubibane pesbislun, dan daflar
kecelakian kerja di perusabaan atay bagiun perusahaan yany berdiri sendiri, g _

(2) Selain kewnjiban sebagaimana dimaksud dalam ayut (1), pengusahy witfib rpnnyﬂmplalknn datu ku:lv:nagﬂkc:]aan dan
data perusahaan yany berhubungan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja kepads Badan
Penyelenggara, ¥ .

(3) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data schagaimang dimaksud dalum ayat (2) 1L'1'L1uk1_| tidak b, Isnhmgga
mengakibatkan ada tenngs kerja yang tidak terdaftar sehagai peserta program Jaminan sosial tenagy kerjn, make
pengusaha wajily memberikan hak-hak lenagn kerja sesuni dengan ketentuan Undang-uncing ini, . ’

{4) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimnna dinuksud dulam ayol (2) tebuki tiduk hullull', selingyn
mengakibatkan kekurangan pembayaran jaminan kepada tenaga kerja, maka pengusaha wajib memenchi kekurangan
Jjeminan tersebyt, )

(3) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data schagaimana dimaksud dalam yat (2) terbukti udak benar. sehingza
mengakibatkan kelebihan pembayaran jaminan, maks Pengusabn wajibh mengembalikan kelehibun tersebut kepadn
Badun Penyelenggarn.

(6) Bentuk daftar tenaga kerja, daflar upah, dafiar kecelakaan kerja yang dimuat dalam buku, dan tata CARd penyampaian
data ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pentahapan kepesertaan Program jaminan sosial lenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,
(2) Dalam ha! perusahaan belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja disebablkan atdanya pentahapan
kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (13, maks pengusaha wajib memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja

(3) Tata cara pelaksanaan hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri,

BAB vV
IURAN, BESARNYA JAMINAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20
{1} luran Jaminan Kecelakasn Kerjs, luran Jaminan Kematian, dan Turan Jsminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung olch

pengusaha.
(2) luran Jaminan Hari Tya ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja,

Pasal 21

Hesarnya uran, tata cara, Syarat pembayaran, besarnya dendu, dan bentuk juran Program jaminan sosipl tenaga kerja
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,

Pasal 22
(1) Pengusaka wajib membayar furan dan melakukan pemurgutan juran yang menjadi kewajitan tenaga kerja melslui
pemotongan upah tenagy kerja serta membayarkan kepada Badan Penyelenggara dalam wakty yang citetapkan dengan
Peraturan Pemerintah,

(2) Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayar (1) diatur dengan Peraturan Pemeriniah

Pusal 23
Besarnya dan tata cara pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, laminan Hari Tunlan s giry
pelayanan Jaminan Pemeliharaan Keschatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintal.

Pasal 24

(1} Perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerfa yvang haus dibsyarken kepaila lenaga kerja dilakukan oleh Badan
Penyelenggars sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

(2) Dalam hal perhitungan besarnya Jaminan Keeelakaan Kerja tidak sesuai dengan ketentyan sebagaimana dimaksyd
dalam ayar (1), maka Pegawai Pengawas Ketenugakerjaan menghitung kembali dan menetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yani berlaku,

(3) Menteri menetapkan kecelakaan kerja, dan bessrnys janunan yang belum tercantum dalam peraturan pelaksanaa)
Undang-undang ini,

(4) Perbedaan pendapal dan perhitungan besarnya jumlah jaminan Kecelakaan Kerja sehagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2) penyelesaiannya ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI
BADAN PENYELENGGGARA

Pasal 25
(1) Penyelenggaraan Program jaminan sosial tenaga kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggarn,
(2) Badan Penyelenggara schagaimana dimaksud dalam aya (| b #dalah Badan Usaha Milik Negara ying dibenyuk dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Badan Lisaha Milik Megars sebagaimana dimaksud dalem: ayar (2), dalam melaksanakan fungsi dan lugasnya
mengutamaken pelayanun kepada peserta dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejaliorian tenaga kerjn
beserta keluarganya.
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(2) Selama peratutan pernddng-undangan sebagai pelaksahnan Undang-undang ini belom dikeluarkan, n:mka Ipcn.isahaan
yang telsh mienyelenggarakan program asuransi sosial tenaga kerja dan jaminan sosial {enags kerja lainnys tetap
melaksanzakannya, »y

(1) Tenaga kerja yang telah menjadi terlanggung atou peserta dalim program ssisinsi sosial leinge Rea dan jirminan

“sosial tenaga kerja lainnya dengan berlakunya Undang-undang ini tidak boleh dirugikan,

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP

sl 34
Pada saat mulai berlakunys Undang-undang i, maks Undang-undung Nomor 2 Tahun 1951 tentmg Pernyntus
Berlakunya Undang-unding Kecelakasn Tahun 1947 Nomor 33 dar Republik Indonesin untuk selurub Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3) dinyatakan tidak berlaku lag,

Pasal 35
Undung-undang ini mulai berluku pada tanggal dundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundungan Undang-undang ini dengan penempatannyn dalim
Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Pebruad 1992
PRESIDEN REPUSLIK INDONESLA,

ted.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tangzal 17 Pebruari 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ftd.
MOEEDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAITUN 1992 NOMOR: 14
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F;%sal 26 . )
Badan Penyelenggnrn scbagaimana dimaksud dalem Pasal 25 ayat (2). wajib membayar jaminan sosial tenngn kerjn dulam
waktu tidak lebih dari | (satu) bulan.

Pasai 27 _
Pengendalian terhadap penyelenggearaan program jaminan sesial tenaga kerja oleh Badan Penyclonggara scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan cleh Pemerintah, sedangkan dalam pengawesan mengikutserizkan unsur pengusaha dan
unsyr tenags kerja, dalam wadah yang menjalankan fungsi pegawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

Passl 28
Penempatan investasi dan pengelolaan dana program jaminan sosial 1enaga kerje cleh Badan Penyclenggam diatur dengan
Peraturan Pemerintah,

BAB VIl
KETENTUAN PIDANA

Ppanl 29

(1) Borany siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); Pasal 10 ayat {1), ayat (2}, dan
ayat (3); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 19 ayat (2); Pasal 22 ayat (1); dan Pasal 26,
diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. $0.000.000,-
(lima pulub juta rupliak),

(2) Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagalmana dimaksud dalam ayat (1) untuk kedus knlinya atay lebih, setelah
putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut dipidana kurungan selama-lamanya
8 (delapan) bulan,

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelangyaran.

Pasal 30
Dengon tidak mengwrangi ketenwan pidans sebogsimann dimaksud dalam Pasal 29 aym (1) dan ayar (2) terhadap
pengusaha, tenaga kerja, dan Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi kelentunn Undang-undang ini dan persturan

pelaksanannnya dikenakan sanksi administratif, ganti rugi, atau dends yang akan dimr lebib tsnjut dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB VI
PENYIIKAN

Pasal 31
(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negura Republik Indonesis, jugs kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil tectentu di
Departemen yang tugas dan tanggung Jawabnys meliputi letenagakerjaan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik
ssbagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidans (Lembaran Negara
Tahun 1981 Nomor 76, Tembahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
(2} Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenany
8. melakukan penelitian ntas kebenaran Inporan atau keterangan berkennan dengan tindek pidana di bidang jaminan
soslal tenaga kerja;
b melakukan penelitian terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak piduna di bidany jaminan sosial
tenagn kerjn;
¢ meminta keternngan dan barang bukti duri orang atay badan sehubungan dengan peristiwa tindsk pidana di bidang
Jaminan sosial tenagn kerjn;
d. melakikan pemeriksaan di termpal tertente yang diduga terdapal bareng buktl dun melakukan panyliaan terbadup
barany yany dapat dijadikan barang bukii dalam perkarn tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga keeja;
e, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejatdian sehubungan dengan tindak pidana di bidang jaminan
sosial tenagn kerjn,

BAD X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32
Kelebikan pembayaran jaminan yany telsh diterimn oleh yang borhak tidak dapat diminta kemball,

BAD X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33
(1) Selama peraturan perundsng-undangan sebagsl pelaksanaan Undang-undang inl belum dikeluarkan, maka semus

peraturan perundang-undangan yang mengatur program asuranai sosial tenaga kerja, dan penyclenggaraannya yang ads
pada wakw Undang-undang inl mulai berlaky, telah berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undany ini.

m ’ Miftk UPT Posmitstakaag
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